DOKUMEN SOP

STANDARD OPERATIONAL PROSEDURE

g 1! u
(R ]\. ! R
O JiALUKU i

Ol By Gt
Diinghungom omi Pemithan Umum P M
Do omisi Pemilhon Umum Kabupaten/Kot fe-Nelub /

d mw il

fw-nﬂhwm O@kpuprovmaluku lé)@kpuprovmaluku okpu Proin MalukuOKPU Proin Maluh |

KPU PROVINSI MALUKU
TAHUN 2021

O @kpuprovmaluku (&) @kpuprovmaluku o Kpu Provinsi Maluku =) KPU Provinsi Maluku




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUEU

EEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/81/PROV/1/2021

TENTANG

PELAKSANAAN STANDARD OPERATIONAL FROSEDURE (SOP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

EKETUA KOMISI PEMILTHAN UMUM PROVINSI MALUKWU,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penvelenggaraan tata

kelola kepemerintahan yang baik berdasarkan asas-
asas penyelenggaraan pemilu dan untuk mewujudkan
tujuan reformasi birokrasi, maka dalam pelaksanaan
tugas dan kerja penyelenggara pemilu, diperlukan
prosedur kerja yvang ditata secara baik pada seluruh
unit instansi pemerintah termasuk di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

- bahwa selanjutnya tujuan Reformasi Birokrasi adalah

untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara
vang memiliki integritas, produktivitas, dan
bertanggungjawab  serta  memiliki  kemampuan
memberikan pelayanan yang prima melalui pola pikir
{mind sef)] dan budaya kerja (culture sef) dalam sistem
manajemen pemerintahan vang baik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf

a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang



Pelaksanaan Standard Operational Prosedure (SOP) Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6 109):

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6037);

Peraturan Pemermtah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6040);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020
tentang Pedoman Ewaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan

kedua ...



Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten,/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nemor 06 Tahun
2008,

9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012
Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor : 612/0RT.04-Kpt/05/KPU/XI1/
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

1. Keputusan Komisi Pemililhan Umum Republik
Indonesia Nomor : 314/0ORT.07-Kpt/01/KPU/V/ 2021
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi [ Lingkungan Komisi Pemilthan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun
2020-2024 .

MEMUTUSKAN ...



Menetapkan ;

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PELAKSANAAN STANDARD OPERATIONAL PROSEDURE
(SOP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

Standard Operational Prosedure (SOP) Di Linglungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Maluku selanjutnya dibuat pada
masing-masing bagian sesuai dengan kegiatan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | Keputusan vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

. Standard Operational Prosedure (SOP) Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud
diktum KESATU merupakan pedoman atau panduan dalam
melaksanakan Kkegiatan-kegiatan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 5 Januar 2021

PEMILIHAN UMUM
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KOMISI PEMILTHAN UMUM

PROVINSI MALUKU
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Ambon
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21 Januar 2021

| Dasar Hukum
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KOMISI PEMILIHAN UMTIM
PROVINSI MALUKLU
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Ambon
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Nomor SOP | RIORG.06/81/Sek-Prov/i/2021 |
T 21 Janvari ﬁr
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Nomor SOP . 0B/ORT.06/81/SEK-PROV/12021]
T Pembuatan © 14 Jsnuari 2021 :
anggal Revisi ¢ :
Tanggal Pengesahan: ol
[KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU [Disahkan oleh - Sekretanis KPU Provins: Maluky

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKRETARIAT

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
I Uodang-Umh:g Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan|
D-111 Akuntans:

Undmg-Undmg Nomor | Tahun 2004
|___Perbendaharaan Nogara I Strata |
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mq

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara
4. PMK nomaor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya
Masukan TA 2021
Ll(uerhmn SOP Peralatan : v
1. Laptop
2. Printer
3. Alat tulis
4 RKA
5. Dokumen sumber (kuitansi perhitungan
rampung, berkas dan bukti-bukti perjalanan
dinas)
[Pencatatan & Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka belanja rutin penalanan [Disimpan sebagai dokumen / arsip baik berupa
dinas terlambat / tertunda. hard copy dan soft copy.
No | UrianKegiatan Ursian Pehymn Unit/ Pejabat Terkait | , WOk | g
2 4 Penyes ‘ ‘ :
]
I | Proses Administrasi Dan bukti pcttanggumwabm Staf Pengelola 20 Menmt
perjalunan dings atas nama | Kouasgan
pegawar  /  pejabat
ditugaskan, staf pengelola
kevangsn membust  kuitansi
perhitungan  rampung  yang
dilampickan  dengan  selurub
bukti perjalanan dinas.
2. | Venfikasi dan Dokumen tersebut diserahkan PPK IS menit
pembebanan mata kepada PPK untuk diteliti
anggaran kebenaran material dari
transaksi tersebut, sekaligus
pembebanan mata anggamn
yang digunakan untuk
permintann belanja perjalanan
3 Pembuatan dan Berdasarkan dokumen sumber, PPSPM 20 Menit
pencetakan SPP dan PPSPM membuat dan mencetak
5PM SPP dan SPM yany
ditandatangani oleh PPSPM
dengan diketshui / menyetujui [
oleh PPK. Selanjutnya file ADK
diupload ke aplikasi E-SPM. .




No

Uraian Kegiatan

Unit/ Pejabat
il
4

Waktu

Ket

Penyelesaian
5

SP2D

3
Penerbitan SP2D oleh
KPPN pada splikasi Onfine
Monttoring SPAN dan
PPSPM mencetak SP2D

KPPN

| hari

Penairandapalm

dana sesual nilm yang
fercantum dalam SP2D) ke
rekening Bendahara
Pengeluaran.

* Bendshara  pengeluaran
mengambil  uang  tuna
pada  bank
menggunakan cek  yang
ditandatangani oleh Kuasa
Pengguna Anggaran.

* Bendahars mencatat
pembayaran belanja

petjalanan  dinas  scsuai

dokumen sumber

SPM / SP2D dan

rekening koran dari bank

operasional mitra kerja ke
dalam Buku Kas Umum
sebaga pertanggung

Jawaban laporan

keuangan

* KPPN
* Bank operasional

Pengeluaran.
KPA

Pengeluaran

I Han

15 Memt

15 Menit




KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

}\'omor SoP

. CS/ORT 0&/81/SIR-PROVA202)
Tanggal Pembuatan : 14 Januari 2021
langgal Kevisi -
Tanggal Efeknf

’ : % EFENDIEATL
SUB BAGIAN KEUANGAN NIP. 196712251994031019
Nama SOP : SOP | KEUANGAN
SEKRETARIAT SATKER DAN TINGKAT WILAYAH|
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
| Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara D-3 Akuntansi
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendsharaan Negara Strata | &
3. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. PP Nomo7! Tahun 2010 teniang Standar Akuntansi Pemerintish
Keterkaitan SOP : Peralatan / Perlengkapan -
l. Laptop
2. Alat tulis
3. RKA
ri Pencatatan dan Pendataan
Disimpan sebagai dokumen /
Jika SOP 1ni tidak dilaksanakan maka rekonsiliasi SAI tingkat satker dan p baik berupa hardcopy dan
wilayah terhambat / tertunda ficopy
N . 3 : . . . Waktu
0 | Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Umt/ Pejabat Terkait o o Ket
fi S X enyciesatan
1 2 3 a 5 6
1 Rekonsiliasi dan Alur kerya dimula dengan ;
Penyamaan Data 1. Menyiapukan dan e Petugas SAl 13 Menit
Bulanan Tingkat mencatat dokumen
Satker sumber keuangan untuk
dirckam ke dalam
aplikasi SAIBA
2. Menerima dan * Petugas SAI 10 Menit
mentransfer data SIMAK
BMN ke dalam aplikasi
| SAIBA
3. Melakukan rekonsiliasi o Petugas SAT dan 2 Jam
intermal antara laporan Petugas SIMAK BMN |
keusngan dan laporan
barang .
4 Melakukan ® Petugas SAI 5 Menit
S Mencetak laporan * Petugas SAl dan 1S Menit
keuangan dan laporan Petugas BMN
6 Melakukan rekonsiliasi * Petugas SAl 1 Hari
bulanan dengan KPPN
dengan mengirimkan ADK
ke KPPN melalui e-rekon
T Menerima Berits Acara ° » g
Rekonsiliasi dan Hasil R k1 o
Rekonsiliasi dari KPPN
setiap bulan pelaporan.
8 BAR yuny diterbitkun e KPA i Hari
secara elektronik *  Kepala Kantor KPPN
ditandatangani oleh KPA
dan Kepala Kantor KPPN
9. Menyusun dan ¢ Petugas SAI 1 Hani
W laporan ke




No

Uraian Kegiatan

Univ/ Pejabat Terkait

Waktu

Ket.

Penyelesaian
5

Rekonsiliasi dan
Penyamaan Data
Tingkat Wilayah
Triwulan,
Semesterun dan
Tahunan.

Pelaporan
Keuangan (CalK)
Tingkat Satker dan
Tingkat Wilayah
Wilayah Semesteran
dan Tahunan

e Petugas SAl

o Petugas SAI
e Petgas SIMAK BMN

o Petugas SAI
* Petugas SIMAK BMN
¢ VPelugas SAI

* Petugas SAl
s Petugas SIMAK BMN

e Petugas SAI
¢ Petugas SAl
« DIJPB

e KPA
* Kepala Kanwil DIPB

Salkes

2. Petugas SAl wilaysh
selaku penyusun LK
wilayah secara berkala
melakukan pemantanan
terkait proses rekonsiliasi
yang dilakukan setiap
Satker dan memastikan
kebenaran data transaksi.

3. Sedangkan petugas SAl
Satker dalam menyusun
I K welnln menchin
keabsahan dan kebenaran
dan pada data transaksi.

4. Dalam menyusun LK
tingkat wilayah dan
nngkat Satker maka
pelugas SAT wenyiuphan
dan menyusun dokumen
LO, Neraca, L.PE dan
BAR serta data

pendukung lainnya,

| hari

I Jam

| Han

1 Han

o Petugas SAI Wilayah
* Petugas SAl Satker

e Petugas SAI Wilayah

o Petugas SAI Satker

* Petugas SAIl Wilayah
® Petugas SAI Satker

25 Menit

3 Hani

| Han

1 Hari




No

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Umit/ Pejabat Terkait

Waktu
Penyelesaian

Ket.

B

5. Penyusunan Laporan

Keuangan semesteran dan

Tabunan tingkat wiiayah
dan tingkat Satker
disusun dan dilengkapi
berdasarkan Catatan atas
Laporan Keusngan
(Cal.K) yang semm

nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar
Akuntansi Pemerintah
dan kaidnh-kadah
pengelolzan kevangan
yang schat dalam
pemerintahan.

Petugas SAl Wilayah
Petugas SAI Satker

3 Hari

Reviu dan Audit
Laporan Keuangan
Tingkat Satker dan
Tingkat Wilayah

Laporan Kevangan (LK)
Tingkat Satker dan Wilayah
yang disusun berdasarkan
kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang schat di
lingkungan pemenntahan
khususnya di KPU Provinsi
Maluku yang akan di Audit
dan direviu meliputi
L upomx Realisast
Anggaran
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Perubahan
Ekuitas

5. Catatan atas Laporan

.&.we-'

nantinya akan di Audit
atau di reviu oleh Eselon
I staupun pihak yang
berkompeten atou
berkepentingun,

Pangasuu Tingkat

Petngn SAI Tingkat
Wilayah

Eselon |
Pihak-pthak yang
berkepentingan
melakukun

4 Han




i SOP  O8/ORT 06/81/SER-PROV/1/2021 |
| [Tanggal Pembuatan - 14 Januari 2021 |
Tanggal Revisi =
KOMISI PEMILIHAN UMUM ‘j
PROVINSIMALUKU
BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
| SUB BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT OPERASIONAL, BELANJA JASA,
BELANJA MODAL DAN BELANJA
BARANG)
Dasar Hukom : Kualifikasi Pelaksanan :
I. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negarn * DI Akuntansi |
2. Undang-Undang nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara * Strata |
3. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunggungjawab
Keuangan Negara
4. PMK nomor 1 19/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya
Masukan TA. 2021 \
Neterkaitn SOF ¢ Peraintan / Periengianpan : i
I. Laptop ‘
2. Printer
3. Alat Tulis
4. RKA

5. Dokumen Sumber berupa sural peaawaran, SIUP, akia
pendirian perusahaan, NPWP, Nomor Rekening dan
dokumen sumber pendukung lainnya berupa penawaran
harga, surat perjanjian, penentuan HPS, Berita Acary
kegiatan, dil.

| Pencatatan dan Pendataan

Disimpan scbagai dokumen / arsip baik berupa hardcopy
atau softcopy.

' - Waktu
Uraian Pelayanan Un'nt/ qu‘b“ Penyelesai Ket.
Ferkait o
3 Rl 5 6

I, Menerima usulan kontrak dan | » PPK 30 Menit

unit-unit kerja
2. Persetujuan Anggaran * Kabag/Kasubbag = 20 Menit

keuangan

3. Pemrosesan kontrak * UPL | jam
4. Menyampaikan ke PPK untuk | * PPK 15 Menit |

dibuatkan SPP
5. Menyampaikan ke PPSPM * PPSPM 30 Menit

untuk diuji kebenaran dan

Kelenghapan dam




. Membuat SPM * PPSPM 30 Menit
. Paraf/ Tandatangan SPM * PPSPM
- Upload file SPM ke aplikasie- |«  PPSPM
SPM.
Penerbitan SP2D SP2D diterbitkan oleh KPPN |«  KPPN 1 Jam
melalui aplikasi Online
Monitoring SPAN dan PPSPM
mencewk SP20 pada apiikasi
Online Monitoring SPAN
Pencairan Dana . KPPN mengkonfirmas: kepada | o  Bank 1 bhan
Bank mitra kerjanya untuk e KPPN
mentransfer dana sesuai
dengan nilai yang tercantum
pada SP2D.
dengan mentransfer langsung | o Bank
ke rekening yang
bersangkutan.
- Bendahara pengeluaran Bendahara 15 Menit
mencatat pembayaran belanja Pengeluaran

operasional, belanja jasa,
belanja modal dan belanja
barang sesuai dokumen sumber
berupa SPM dan SP2D serta
rekening Koran dari Bank
Mitra dan dicatat di dalam
BKU dan Buku Bank sebagai

Iq)otmpmmwnbn




kOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SUB BAGIAN KEUANGAN

omor SOP

. OR/ORT 06/8 1/SEK-PROV//2021 |

Tanggal Pembuatin

© 14 Januari 202)

anggal Revisi

Picaikan ek

-: Sckretaris Provinsi Maluku

EFEND! L ATUCONSINA

NIP. 1967 {225 199403 L 019
SOP  PENCAIRAN GAJIINDUK /SUSULAN
SEKRETARIAT KEKURANGAN GAJI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
|. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tmml(en-‘ﬂ
Negara D-111 Akuntans:
2, Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendgharaan Negara Strata |
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 m
Pemerihsaan Pengelolaan dan Tangguig Jawab Keuaigan
Negara
4. PMK nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya
Masukan TA 2021
[Keterkaitan SOP ¢ Peralatan :
1. Laptop
2. Printer
3. Alat tulis
‘ 4 RKA
Li 5. Dokumen sumber (SK KK, KTP, Akte anak) |
[Peringatan Pencatatan & Pendataan
tlmsopmmalmmmmmsmw isimpan sebagai dokumen / arsip baik berupa
ertunda copy dan soft copy gaji
No Uraian Kegiaian Uraian Pelayanan Um_;/ P'ejpbat Pm?;man Ket.
1 2 3 4 5 ¢
1 | Perekaman Data, I. Menerima dan menginput data Petugas 20 Menit
membuat dan mencetak pegawai sesual dokumen sumber | Pengelolaan
perhitungan Daftar Gaji | (Kartu Keluarga, KTP, akte Administrasi
kelahiran anak dan SK kenaikan Relanja Pepawm
pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (PPABP)
serta SK jabatan) ke dalam aphkas:
Gaji Pokok Pegawai (GPP),
2. PPABP mencetsk : Petugas 10 Menit
- Daftar Gaji berupa gaji induk, | Pengelolaan
gaji suseian, kekurangan gaji Administrast
- Surat Setoran Pajak (SSP) Belanja Pegawai
- Surat Perntayaan Tanggung (PPABP) l
Jawab Mutlak (SPTIM) melalu \
aplikasi GPP. ;
2. Verifikasi PPABP menyerahkan semua * Bendahara 30 menit |
dokumen yang dibuat kepada Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran untuk * Kuasa
memverifikas: perhitungan gaji dan Pengguna
pajak penghasilan (PPh) dan Surat Anggaran
Setoran Pajak (SSP). Kemudian
Kuasa Penppuna Anggaran (KPA)
melakukan verifikasi untuk
selanjutnya menandatangan /
menolak menandatangan dokumen
yang diverifikasi.




Kegiatan

Unit/ Pejabat
Terkait

Waktu

Penvelesaian
]

F]
Diajukan ke PPK untuk
penerbitan SPP

GPP untuk selanjutnya
dilakukan mata
anggaran, menandatangani
Daftar Gaji dan menerbitkan
Surat Perintah Pem

(SPP) serta menandat

Komitmen

4
Pejabat Pembuat

20 Menit

upload SPM

Digjukan ke PPSPM
kebenaran dan
kemudian membuat dan
menandatangani Surat Permtah
Membayar (SPM), sclanjutnya
di upload ke aplikasi E-SPM.

untuk diugp
data

PPSPM

15 memnn

SP2D

Penerbitan SP2D oleh KPPN
pada aplikasi Online Monitoring
SPAN dan PPSPM mencetak
SP2D

KPPN

| han

Pencairan dana lewat
bauk peiscpsi

* KPPN mengkonfirmasi bank | =

opcrasional  wilia hetjanya
untuk mentrasfer dana sesuai
nilal yang tercantum  dalam
SP2D ke rekening para
pegawai bersangkutan.
Bendahara mencatat
pembayaran  paji  sesuai
dokumen sumber berupa SPM /
SP2D dan rekening koran dari
bank operasional mitrs kerja ke
dalam Bukn Kas Umum
sehagm  pertangpungiawahan
laporan keuangan.

1 Hari

15 Menit




Nomor SOP ~ DRORT O6/R1/SFK-PROVA20721
Tangeal Pembuatan - 14 Januari 2021
Tanggal Revist .
'IM Pengesahan:
WKOM]SI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU  [Disahkan oleh - Sekretaris KPU Provinsi Maluku
BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SUB BAGIAN KEUANGAN
NIP 19611225 199403 | 019
'thl SOP PENCAIRAN HOW‘UM ouTPUT
SEKRETARIAT KEGIATAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan|
Negara D-111 Akuntansi
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara | Strata |
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenunq
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara
4. PMK nomor 119/PMK 02/2020 tentang Standar Biays
Masukan TA 2021
Keterkaitan SOP - Ll'enl-tu :
1. Laptop
2. Printer
3. Alat tulis
4. RKA
5. Dokumen sumber (SK pokija, potongan pajak )
[Peringatan [Pencatatan & Pendataan
EikaSOPhﬁﬁdakdihkmnkmmkahona-imomn isimpan sebagai dokumen / arsip baik berupa
jatan terlambat / tertunda. ard copy dan soft copy
Init/ Pei |
No Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Ln;t:e:’a;b i Penv;el:kegmn Ket
1 2 3 . 5 6
I | Menghimpun SK Menghimpun SK kegiatan dari | Staf pengelola 30 Menit
kegiatun dan membuat | unit-unit kerja dan membuat
daftar pembayaran daftar pembayaran honor |
honor kegiatan ~
2. | Verifikasi dan Menyampaikan dokumen * Bendahara 20 Menit
penerbitan SPP pengajuan ke bendahara untuk | * PPK
pembayaran dan potongan pajak.
Kemudian diverifikasi oleh PPK
untuk diterbitkan Surat Perintah
Pembayaran. hdl)
3. | Pengajuan ke PPSPM Dokumen pengajuan PPSPM 15 Menit
disampaikan ke PPSPM agar
diuji kebenaran dan kelengkapan
data uotuk Reamdian dibuat dan
dicetak SPP, SSP dan SPM.
Setelah itu di upload pada
aplikasi E-SPM




pertanggungjawaban.

i ) i Umit/ Pejabat Waktu

No | Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Terkait Penyelessisn Ket,

1 2 3 a 5 6

4. | Penerbitan SP2D SP2D diterbitkan olch KPPN | e KPPN | Jam

melalui aplikasi Online | «  PPSPM
Manttoring SPAN dan PPSPM
mencetak SP2D melalui aplikasi

tersebut.

5 | Pencairan Dana . KPPN mengkonfirmasi Bank | «  Pihak Bank I han
mitra kerjanya untuk * KPPN
mentransfer dana sesuai
dengan nilai yang tercantum
pada SP2D.

2. Bendahara Pengeluaran e Petugas 1 Jam
mencatat pembayaran uang Pembuat
honorarium kegiatan Tim SPP/SPM
Pokja sesuai dokumen
sumber berupa SPM dan
SP2D seita ickening Koran
dari Bank Mitra dan dicatat
di dalam BKU dan Buku




Nomor SOP . D8/ORT.06/81/SEK-PROV/172021 |
Tanggal Pembuatan © 14 Januari 202
Tanggal Revisi
T .
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU  Disalikan oleh  Sekretars KPU Provins: Maiui
|
BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SUB BAGIAN KEUANGAN
| NIP_ 196§1225 100403 1 010
Nama SOP PENCAIRAN l’ANG MAKAN DAN
SEKRETARIAT TUNJANGAN KINERJA
lgmr Hukum : 2 | Kualifikasi Pelaksana :
|. Undang-Undang Nomor |/ lahun 2003 fentang KNeuan
Negara ”1 D-111 Akuntansi
2. U - Nomor | Tahun 2004 tentan
Pabendahumm mﬁem d Strata |
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mﬂ
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara
4. PMK nomor 119/PMK_.02/2020 tentang Standar Biaya
Masukan TA 2021
Keterkaitan SOP - eralatan ;
I. Laptop
2. Printer
3. Alat tulis
4. RKA
5. Dokumen sumber (Rekapitulasi absensi, daftar
| nominatif pembayaran wnjangan kinerja)
?e‘rinptu encatatan & Pendataan i
ika SOP ini tidak dilaksanakan maka uwang makan dan Disimpanscbagnidokmncn/amipbaikbaupa
tungangan kinerja PNS terlambat / tertunda hard copy dan soft copy gaji
No | Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan DA Syt Pm‘;;"‘". Ket
! 2 3 4 5 6
I Perekaman Data, 1. Sub kepegawaian membust dan e Sub bagian 20 Menit
membuat dan menyershkan rekap absensi pada Kepegawnian
mencetak Daftar setiap akhir bulan berjalan dan * PPABRP
Perhitungan vang discrahkan kepada PPABP untuk
makan dan tunjangan melskukan perekaman pada
Kinerja aplikasi GPP dan aplikasi SPM
2. PPABP membuat dan mencetak Petugas 10 Menit
- daftar perhitungan uang makan | Pengelolasn
dan Tukin bordasarkan dokumen | Administrasi
sumber Belanja Pegawm
- Surat Setoran Pajak (SSP) (PPABP)
- Surat Pernyatsan Tanggung
Juwab Mutlak (SPTIM)
2. | Venfikasi dan PPABP menyerahkan semua [* Bendahara 30 Menit
tundatangan dokumen yang telah dicetak kepada
Bendahara Pengeluaran untuk P Kuasa Pengguna
kemudian i Daflar = Pejabat Pembuat
Rekapitulasi Tunjangan Kinerja dan | Komitmen
Surat Setoran Pajak (SSP).
Kemudian Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) melakukan
verifikasi untuk selanjutnyn
menindatungani / menolak .
menandatangan dokumen yang
diverifikasi. |




Kegiatan

Uraian Kegiatan

Umit/ Pejabat
Terkait

Waktu
Penyelesaian

Ket.

Pengajuan ke PPK
untuk penerbitan SPP

3
PPK melakukan pengujian dokumen
dan ADK, kemudian melakukan
pembcbanan mata anggaran untuk
selanjutmnya dibuatkan Surat Perintah
Pembayaran (SPP).

4
Pejabat
Pembuar
Romitmica

20 Ment

Pengajuan ke PPSPM
untuk membuat SPM

Dokumen dan ADK di ke
PPSPM untuk menguji kebenaran dan
kelengkapan dokumen pengajuan
beserta ADK, kemudian PPSP
membuat dan menandatangani Surat
Perintah Pembayaran (SPM),
selanjutnys dokumen pengajuan
dinpload ke aplikne E-SPM.

PPSPM

15 menit

SP2D

Penerbitan SP2D oleh KPPN pada
aplikasi Online Momitoring SPAN.

I hari

Pencairan dana lewat

* KKPN mengkonfirmasi bank
mentrunsfer dana sesuai nilai yang
tercantum dalam SP2D ke rekening
pegawal

* Bendnhura mencatat pembayaran
uang makan dan tunjangan kinerja
sesua SPM / SP2D dan
koran dan bank ke Buku Kas Umum

sebagai pertanggungjawaban

Laporan Keuangan.

5 3

j

| Han




[KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

J

SOp . _UB/ORT.06/81/SEK-PROV/1/2021

Tm:l Pembuatan -
anggal Rovisi

14 Januari 2021

Tunggal Pengesahan: . I
sahkan oleh - Sckretans KPU Provinsi Maluku

SUB BAGIAN KEUANGAN
NIP. 19671 199403 ] 019
ama SOP | PENCAIRAN U KEHORMATAN DAN
HONORARIUM I PPNPN (SATPAM,
SEKRETARIAT SOPIR, PRAMUBAKTI DAN TENAGA
PENDUKUNG)
i)aar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
|. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara D-111 Akuntansi
2, Undang-Undang Nomor | Tahun 2004
Perbendaharaan Negara i Strata |
3. Undang-Undang Nomor 15 lahun 2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolasn dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara
4. PMK nomor | 19/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya
Masukan TA 2021
h(cterlulul SOP : eralatan :
I. Laptop
2. Printer
3. Alat tulis
4 RKA
5. _Dokumen sumber (SK.KK, KTP, Akte anak)
[I'erinptnu Pencatatan & Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka gaji PPNPN terlambat / Disimpan scbagai dokumen / arsip baik berupa

ranmh hard copy dan soft copy.
No Urian Kegiatan Uratan Pelayanan Unit/ Pejabat Terkait Waktu Ket
Penyelesaian =)
7 F; 3 4 5 [
| | Perekaman Data, I. Menerima dan menginput data | Petugas Pengelolaan 20 Menit
membuat dan pegawai sesuai dokumen Administrasi Belanja
meuceiah poltungan sumber (Kariu Relumga, KTP, | Pegawai (FPABP)
Daftar Gagi akte kelahiran anak dan SK
pengangkatan :
2. PPABP mencetak Petugas Pengelolaan 10 Mennt
- Daflar nominatif Administrasi Belanja
perhitungan pembayaran Pegawm (PPABP)
- Surat Setoran Pajak (SSP)
- Surat Perntaysan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTIM)
2. | Venfikasi PPABP menyerahkan semua * Bendahara 30 menit
[ dokumen yang dibuat kepada Pengeluaran
. Bendohara Pengeluamn untuk » Kuass Pengguna
memvenfikasi perhitungan Anggaran
pembayaran dan pajak
penghasilan (PPh) serta Surat
Setoran Pajak (SSP). Kemudian
Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) meiakukan venifikasi
untuk selanjutnya
menandatangani / menolak
menandatangani dokumen yang
diverifikasi.




Kegiatan

Uraian Kegiatan

Unit/ Pejabat

Waktu

|

Ket.

3

Terkait
4

Penyelesaian
5

Digjukan ke PPK untuk
penerbitan SPP

PPK melakukan pengujian
terhadap dokumen dan
ADK untuk selanjutnya
dilnkukan pembebanan
muta anggaran dan
menerbitkan Surat Perintah
Pembayaran (SPP)

20 Menit

| Membuat,
upload SPM

Diajukan ke PPSPM untuk
diup kebenaran dan
kelengkapan data
kemudian membuat dan
menandatangani Surat
Perintah Membayar (SPM),
selanjutnya di upload ke
aplikasi E-SPM.

PPSPM

15 menit

SP2D

Penerbitan SP2D oleh
KPPN pada aplikasi Online
Monitoring SPAN dan
PPSPM mencetak SP2D

KPPN

I hari

| Pencairan dana lewal

bank persepsi

® KPPN  menghonfimasi
bank operasional mitra
kenanya untuk mentrasfer
dana sesumi nilai yang
tercantum dalam SP2D ke

rekening pegawal
bersangkutan.

* Bendahara mencatat
pembayaran uany
kehormatan dan
honorarium PPNPN
sesim dokumen  sumber
berupa SPM / SP2D  dan
rekening koran dan bank
operasional mitra kerja ke
dalam Buku Kas Umum
sebagai
pet Lasinggeun gy aw ashan
laporan keuangan.

« KPPN

1 Hai

15 Menit




PROSEDURE STANDARD OPERATIONAL
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

Nomor : 56/ORT.06/81/SEK-PROV/III/2021
Tanggal :17 Maret 2021

2021

Ambon



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM |

PROVINSI MALUKU

| NOMOR SOP EEI-HHT.DEIIEI.F'SEH-PHﬂ‘J,FIIIfElﬂ_il

| TANGGAL 17 Maret 2021
| PENGESAHAN

DISAHKAN Eekrﬂ;ar!s HFLJ Provinsi Maluku
OLEH ; -

NAMA SOP

D.ﬁSAFI. HUKUM

1.

Urrdang Undang Nomor H Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2008 Momor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);

KI.IALIFIKASI PE I.AKSAHMH

L Eesual FEratur'al‘l H.FLF Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Urmum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor B Tahun 2019 tentang Tata
Kerja  Komisi  Pemilihan  Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan  Umum

_ Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor & Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum  Provinsi, dan
Sekretariat Komisl Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2008;

Peraturan Knmléi PE-I'I:l-|I|J.|1-E|F'I ijurn'

Momer 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi  Publik di  Lingkungan
Komisi Pemmhan Umurm;

Peraturan Hr.::-rnISt Pemmhan L.Irnurn
Momor 1 Tahun 2019 tentang

Standar Layanan Operasional dan |




Prosedur Penyalasalan  Sengketa
Informasi  Pemillhan Umum  dan
Pemiihan;

5. | Kepubusan Komisl Pemikhan Umam
Nomor  B7/Kpts/KP, Tahun/2015
tentang Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan  Dokumentas  di
Lingkungan Komisl Perillhan Unurn,

7. | Kepubesan komisl Pamilihan Umnam
Momor BB/Kpts/KPUfTahun 2015
: tentang Standar Operasional
Prosedur Pengalolaan dan Pelayanan
P Informasi Publik di Lingkungan
+ Kommis! Pemifhan Umnum;

8. | Keputusan Komisi Femilthan Umum
Momor  I5G/Kpts/KPUfTahun 2015
- tentang Bentuk dan Format Formuolle
dalam Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi  Fublik  di  Lingkungan
Komis| Permillhan Umum,

 KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. S0P Permobonan Informasi;
2. S0P Pergecuzlian Informask;
3. S0P Penanganan Kebaratan,

1. | Meja helpdesk pelayanan;

2. | Formudir Pelayanan;

Petugas helpdesk pela_lyanan;

e

Daftar Informasi Publik;

& Mehanlsme Pelayanan,

6. | Jadwal Pelayanan;

7. | Struktur PPID;
8. | Adat tulis;
9, | Kormputer,

PERINGATAN

PENCATATAN i:IAH PENDATAAN

« Apabila pemohon Informasi  tidak
dipenuhi  permohonan  informasinya
salama 10 han keda dengan
porpanjaraan waktu 7 o han  RKerja
maka pemchon dapat mengajukan

keberatan  hingga  mengajukan
permohonan penyelesalan sengketa
informasi publik

» PFPID wajb memberikan respon atas
L permntaan  Informasl  Pemillu dan

Pisimpan dalam bentuk manual dan elekironik




Pernilban paling lama 3 hari kerja
setelah  ditedmanya  penmintaan
informasi. PPIL dapat
memparpanjang respon atas
permintaan  informasi Pemilu  dan
Pemilihan paling lama 2 hari kerja
dalam hal belum dikuasai informasi
yvang denchonkan danfatau  belum
fdapat memutuskan status informasi
yang dimohonkan apaksh bersifat
terbuka atau dikecualikan




BAGAMN ALUR SOF PERMOHONAN INFORMAS)

Pemilu dan Pemilihan serta 7 hari
gl infonmas lainnya denpan alasan

Polaksara M Baku
M Kegiatam
Helpsdesh PRI Tim Penghubung PRID Kefergkapan Wakiu ChApuat Keterangan

1 i Wanarima u-e:'rﬁrﬂlmn infarmasi dasi pmnﬁgﬁ Farmulr minimal 5menit, maksimal 3 hari Bagi Forrmulif
imformast Desk pelayanar: dapat langsung - permohonan informani Pamsiu danfamililan seria parmalkinan
memberikan informasi jics informasi yang diminta informas 10 hasi hagi infomras amoya, dapat Inlarmas
acdalady inTarmnst yang tersedin seliap saal, Lidak dmerpanjang E hari hag miormasi
tarmasuk dikecualikan ataw beqpatens ddecualikan, Pernilu dan Pemdihan serta 7 Ban
Dask menghubung tim penghuhung bardasackan hag! infoemasi lalnniya danaan slasan
Dafar informas Publik

2 | Manghimpan dan menyiapkan dats sesuni 0P atow Perpamjangan 2 hari | Frsmalic manimal 5 menit, maksamad 3 kard bagi]  Data terkaityang
infarmasi Regemiluan iersalia, dak ismasuk bagi infarmast Pamilu | permoticnan infermadi Pemile danPemiliban serta | dimmita pemohon
infarmasi yang diksoualikan dan mapyerahkan dan femilihan serta 7 |informas 10 Rarl bagl infarsssi lsnrya, dapst inlarmasi
kepada desk pelayanan heari bagi infoemasi diperpanjang Z har bagl imfarmasi

lairiyas Pemile dan Pemilban seria ¥ hari
- - ol imformas Lainrya dengan alasan

3 |Memarima laporan dim penghubung dan Farmnisdin 1 haan Farmulir
menandatangan; perpangangan 7 kar pemanuban pormohanan pemberitalivan
informasi. lika memyslujui baik perpan @ngan wakdue } mbormasi dan teriuha
esugun pemenuban infarmas, maks PRID - pemberitahuan
msanandatangani fosmudir pemberitabuan Terulls
terbulisslan menyeratikan kepsils desk pelaianan ‘

4 |Moryampadan pemberitahusn baik pervenaban Farmuli minimal § menit, maksimat ¥ hari bagi Farmulir
infosrracl atau parpanjangan wakiu pemanihan prmbaritaliuan intarmasi Pemilu clonPemiBhan serta pembsritahusn
infoemas| kepaila pemohon tertulis dan data 10 harl bt infoeneasi lalenye, dapat | teriills dan data

‘infarmasi dpernanjarg 2 hari bagl infarmasi imfnrmasd terkaic




BAGAN ALUR SOP PENANGANAN KEBERATAN

Pelaksana i Mutu Baku
Mo Kaglatan
FFID Helpdesk PPID | Staf Peloksana | Atasan PPID Kelengkapan Waktu Dutput Keterangan

1 |Meneiiing bebeatan darl peinahon Formulir kebaratan |1 kari Farmalir
infae masi dan retivampaikan kepada PMD - kebgratan

2 [Menerima kaberatan dari pemahion Formulir keberatan |1 hari Formatlir
informas] dan manyampalkan kepada ataian keberatan
PRIO

3 Meryusun kornss surat jawaban keboratan Formulir kebieratan, |1 hari Desposisi
menyampaikan ke PRI i — dispasisi dan konsep

fawaban keberatan

4 |Mewyusan konsep surat Bwaban keberatan H Disposisi dan konsep (30 menl Disgasisl
menyampaikan kepada PPID ’ jawaban keberatan

5 |Menugaskan untuk memgroses konssp Digposisi dan konsep |1 fam Dizposis
sural jawaban keberatan kapada staf [awaban kebaratan

G [Meksanakan penyusunan konsep surat Disposis| dan bonzsep (1 jam Draft jawaban
awaban kebasatan dan memwerahian [awalian kebaratan kebaratan
ke pads Kasubag

¥ | Memeriksa dan mangoreksi konsep surat Disposlsl dan konsep |1 Jam |Draft jawakan
Ewahan keberatan Hka setuju selanjutiya - jewaban kaharatan kebaratan
1I1'I-E|'||'|.|Ha|'|k&n kepada Kabag

B (Merrsribaa don mengoreksi hasil [ Cispadis dan konsep |2 jam Diraft jawaban
penyusunan konsep surat jawaban javaban keberatan keharatan
kebaratan, lika satuju menandatangani dan
mernyeralikan kepada Sekretaris, jiks tidak
setuju menyeirabkan kepada Kasubsag untul
diperbaiki _




g |Memerisa dan mangoreksi kasi Disposisi dan konsap |1 har Diraft jaweban
pEnyusunan konsep sural Jawaban lwveaban keberatan kaharatan
keberatan. lika setuju menandatangani dan
diserahkan begada KPU Provins! Maluke
untuk ditandatangani, fika tidak setul
mervarahkan kepada Kabag untuk
diperbakl, Hasil dakisnen surat javeaban
didakumantatikan dan diserahkan kepada
desk palayanan melahsi PRI

10 |Mamperahizan surat jawaban keberatan Disposisi dan konsep |1 han Surat
kepada desk pelayanan untuk Javeaban kaberatan lawaban
didokumeantasikan dan diserabkan kepada kabheratan
pemahon informasi

11 |Menparahlean surat jpaaban kebsratan Disposisi dan koasep (10 mendt Surat
kepada pemobon informasi dan javwraban keberatan Jowaban
mipngiskan staf untuk keheratan
mendokumantasikan surat jawaban
kabaratan

12 [Mendokumentasikan surat fawaban Dispocisl den koasep |10 renit Surat
kabaratan jawaban keberatan jawaeban

kobaratan




BAGAN ALUR SOP PENGECLALLAN INFORMAS!

Polakzann Partn Bakis
Ho Eagiotan
D Helpdesk PRID Staf Pelehzana Btasan FPID Halenghkepem Walitu Dutput FKrtergrgan
1 Iipnariubkarn mate palakEanaan pehgufisn keniskusni infarmeg Dispersiyl dam materi penpgian |3 harl Piapertin
yang dikecalitan dan menuagaskan Erubag Telinay uiilul - korgabysra
ramEreLed permahenan uf konsekueny Berdsakon staban
T |Whessgiankan rcad wnlok miyagkan s at et mmahonan i Crispsiyl dar maber) pengfian |1 har A
Kensmtuans] seetn matar palpksanaam Eang.gian konsebuens L _-_.__ - et
Ewtitladarkam ar ahian |
5 Mlerwgusun dreft surat permohoran of konsebienal serta mater| Digpeaisi das maberd pengufan |1 harl Draft penguaian
pelakzanaan pengulan bomsesueed berdasarkan arahan ke busrni kanseuanst
£ Miemeriicss craft suman pesmaobonan ujl konsakouens Sarma mars D peziinl ars e prnesgian (4 hari Drralft panguian
pelaksanadn panpuian konsskuend, [ka sendu membubaldan Karashusmii kamsakuansi
parad serta meersierabian hopads Kobag
5 |Mlergarelsd, emmerisa hasl peyusiunan dalt sesusl permobonen | Disposis| dan draft pergujian |1 Jam Diraft pengufian
ujl kensakpssi 1erins mater] pelakianasn peangujan bonsebuenai, konsebusrel konsebosaral
Pk sty merardatargsni cralt can manserahban kepsss !
S petari, flki Bk setufu mestwerdbkan kepeds Kassba g airhull
it Laafli
B |Miergorekal draft surar permahsnan L kenssnarsl seera maderl Diispesiyl dar dralt pergjiss |2 harl Dk urtiam.
pelaksznsan panpoian Lomakusndd, ke sebufu, recamiatssgani karimkuseal b b A ol
danmeryaraikan wpade KFU Proviesi Maluld wntuk LR g
ditandatangunl, (e Gl setuju mengembsikan kepads Labay
untd diesbalkl Surat germaranan ull konsnluses yan talak
ditamdarangani disoralinn kopeds Kabag
7 Iteryerabkan wural permchenen uji kangsbosnsi bepada Kerubeg Dispoclsl dam dokumen 30 rresrik (Dol e
unind didoburerfasitan den dampeaken ke P permohoran uf! kenskuens! permnnanen Ul
konzekuem
B |Weryeraihoen barkas dan dabonen permahonan ufi Eonie ke Beer ks san slnkumen §5 el B biad chin
kmada 41aF urtuk 6 doburerasshan serte Srampaikan ke K -_ T prrmoboean ufl korsskuens! dskumen
| permahanan uf
Eppapbisng)
3 |Mordodumentasibae dan menyameaian berkoa das dolureen | Barkan dan dakumen 1 harl Bt loas elary
prrmchnnan wji kenskunns kegada EFU - parmkean ufi kessskamy ek umn
prsrrmhnain ujl

kbl




PENGESAHAN

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanalan setiap baglan sebagaimana
stuktur organisasi yang telah ditetapkan;

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Bagian Teknis dan Hupmas
Sekretariat KPU Provinsi Maluku dalam melakukan Layanan PPID ;

. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi sepanjang
dibutuhkannya perubahan;

4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;

. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan
Prosedur Standar Operasional ini;

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jwab kegiatan mengakibatkan Prosedur
Standar Operasional ini batal seluruhnya;

. Prosedur Standar Operasional Ini berlaku secara rutin dan dilaksanakan dengan
menyesuaikan waktu penerbitan produk hukum itu sendiri;

. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Ambon
pada tanggal : 17 Maret 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provin i Maluku,




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU

SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

Nomor : 55/0RT.06/81/SEK-PROV/III/2021
Tanggal : 17 Maret 2021

2021
Ambon



' NOMOR SOP | 55/ORT.06/81/SEK-PROV/IIT/2021 |

TANGGAL | 17 Maret 2021
PENGESAHAN '
DISAHKAN Sekretaris KPU Provins Maluku
OLEH B\ el :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU ; i‘39403 1019
NAMA SOP ' PENGGA N ANTAR WAKTLU
| (PAW)
DASAR HUKUM | KUALIFIKAST PELAKSANAAN
1. | Undang-Undang MNomor 7 Tahun | 1. | Sesuai Peraturan KPU MNomor 6 Tahun 2019
2017 tentang Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6
(Lembaran Megara Republik Tahun 2017 tentang PAW Anggota DPR, DPD, |
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1B2, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Momor 6109);
L .
2. | Undang-Undang Republik Indonesia
MNomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
dan DPRD;
3. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum |
Momor B Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan KPU Nomor &
| Tahun 2017 Tentang PAW Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota
| KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penggantian Antarwaktu Anggota
DPRD Provinsi Maluku

1.

Surat dari Pimpinan DPR berisl nama anggota
DPR vyang diberhentikan antarwaktu, yang

| sekaligus berisi  permintaan nama calon
: pengganti antarwaktu kepada KPU;
Z.  Surat undangan pelaksanaan rapat pleno
tertutup KPU Provinsi Maluku;
| 3. | Surat dari KPU Provinsi Maluku kepada DPRD

' Provinsi Maluku perihal Pengganti Antarawaktu
. Anggota DPRD;




4. | Berita Acara tentang Pemeriksaan Permenuhan
Persyaratan  Calon  Pengganti  Antarwakiu
Anggote DPRD Provinsi Maluku; |

% | Sabnan tedegalisasi formmulir model DC-1;

£. | Salinan tedegalisasi Formulir Model E, E1, E.1.1,
E 1.2 dan E.2;

7. | Salinan tertegalisasi Daftar Calon Tetap (DCT)
Em.;gnta DPRD Provins! dari Partal Politik yang |

sama dan pada Daersh Pemilhan yang sama.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Fenyampaian nama  Glon  penggant
antarwakiu disampakan dalam waldu 5
{Ama) han kerja sejak diterimanya surat
dan Plmpinan OPRD

Notulensi Peladkcsanaan Rapat Mleno Terbutup




BiAGAN ALUR 507 PERSIAPAN PERGANTIAN ANTARWARTU [Padd] ANGEOTA DPRD PROVINS] MALURLU

Foldizanm Putu Bakii
Ha HagHEa Nntus e Anggols Kraninay Tokes Enedis ) Sl [ . Al
KPL Frow. Maluku T dan Hupmas Dprrabar 5 IMSAW e g
1 |dtmrupackan Sabsenaein KPU Prou. Meluk Cispoms] Kedua KPU Proy. Malusy kecada 2 rraani Diposki untul
iwchul manindkiangah cursd permahcran - Sakreticis KPU Pro. Wluiu oni mamparidphan
cslnn pargganti dai P Prow, Baluku ‘mensperuspksn Napat Planc wndangan rapat
plorn PAW
1 |Mesrarinkatics Kepaly Baghan Hulum, Danpotl Sakrdtant KPU Prov, Malubis kapada |50 menk e urt Ll
Taknk din Hupinas uebus Ssinpesiapkan Eabag HTH umiuk memearsi apkan Rapet Plenn L BT BT I
Fapm Flems
B |Memeritahban Kecall Sub Bapgipn Teknis _- Dtupoaet] Kuba g HTH kipdda Kasubag Tekines |30 rmani el i e ik
whan Hu gvas anfuk momperskpian Rasat wrkut e paniipkin Sapst Mene menndskhinin
Mlere beoptta dotumen perdidkung
T S ———— = Des s Rasabeg Aupads anabssal bk |30 renA T r—
inetydarpl an bahan Raps Pleno mergarispkar Negat Fans miwninduiklanjei
-5 I.-.;u-r;mplan dan mengurnaulzan baban, - Crah awal unfangen pod dldena s Bagat Flano 520 mani dralt wntegin
arta mamperahkar bepida Kepala Sueh iemrup dllengkapl desgas bahssibeckas- betaria kdemgkapan
Nagan Teknd san Higeay begvhiars kedengka pan PAY beruga OCT, DL <an i kitien
Perm i
6 | Firialtadc kansed cnlesmgans aiela Troft swtet undanzss pelazsinasn Bapat Plano {60 rmeng drafz undsngan
krlsngypasmmden menyershlcan & sswss - Taruiug Skengkapi dengan bahasfiirkas- i bl gl pan
Kepaia Bagiam bukom, Tolnks dan Hepmas barhys belmrghknpan PN heruse OCT, DT exn dnkuman
Farm 2
R e O P ———— : Draft suat undangan peaksanasn Repal PN |30 rank draft cnoangan
merparaikan beacada Sabrekarks ’ imcfifiip slengkapl dedgan hihio/backas- beimtin kslpngknpan
berhas kelungha pan PAW beruga DCT, DC dan diakuinan
| Ferm £
B (Rlamarizes dan s goressi hessop [k Leatt durat undangsn pelaksannen Fipat Peno | meni draft wndengan
leetups deamporkar bepads Ketus KR, fiks Turturug sl ngha i dengans bahas berkas: lsicia i bdengbapan
|l ponu i disampalian Kopala Bagkn barkas kelasgbapan FAdY beruga BET, OE can dokusman
{HTH umik dipmrbaiki Foim E
U |rtemerikas dis e pae ol kasdap jlE Lurar permiokanan cakon penpgactidar DFED, A0 mene draf undsngan
st memarsstng 2 chin diserakkan BT, OC dar Farm E e s kalergunan
beapcctn S elerataig KDL, jika ok saluju dokuman
disarahban kepada Sekretars wnik
diparhami
| 10 |Pelibsamaan Rapet Flene Peostapam Caken — Dt precit] K el KPU Prosws, Maluk kepads 37 renit Pisalals tin Ber s
Parggantl Anggota DFRD Provimi Makdea Sekregeris KPU Proy, Mladulu oriak Acara Ragt Plano
i rsiaeker Repat Fans den Roalah P,
I Flpra
11 |MAenugasoas Eapain Bag s HTH uruk Gespoens| Selerians SPU Prow, Maluby bepads 3 mang okl unt
SR LEES DONSep A 3 [ an kepada Kabag usiuk svi i ke un Band e get Mens ranindaklangei hasll
OPRE Pras. Makadu dar tarmuE, Risatah Plena, 08 Plyno Fapert phEng
rmandekufrentaskan fast Baped Flirg




13 [Manesime tuges din Sakawasis geie Dimposini, Kasinh den Derta A | 360 it dhpeai dilwm
manrerintabkan £asitag Taknks dan menindphlapjini
Heporman waituk inarilssd sor@? jewaban
hepaacia PR Proy, Baluk, dan
Falenphksman dokuman ey sesusl =l
yang destuilan diedm Aapit Plina
imrsuiup

18 | hlmnerima jugas dar Cabag umuk hnnpm:manfumuu modet OC-4, |30 mesit di punisi dalm
miprsrintahkan s6af ungu mem bt soret Eareiibaan das pesllian peinghst miesindaktanjua
hapida DPAD Prey, Ml baderts parcistan suprs calon setqpaimang of maoie
ielangkasan dobumes liinoyy sssual resd datam frmpin fomeul i Mol B, pioratlo b
vang dipuiusiian defass Aasil Plns dan pesslitian Dartar Calan Telep angpets

DPRD Prow, Malskcu davl pariad poftidk vang
i‘w thn gads dasrah gemilhan yang soma

1 | Mwmbuat draft surat iepada DFRD Froe, [ Koneep surar, lampian foemile seckal OC-1, [ 220 mam draf s st
Malska bezora Lampias dokumen Glbshya i:-r-rhn.-uhr: penslitisn pecinglat Eelangkapas

| peenishan suara caken sebagaans dirngkos Eotiren
| dalem laespiran fasmukr Rdadsl |, semerkease
i dar panpiian Talar Calss Temag ggnia

DFRD Frow. iaibe darl partal el yang

kA i padi Saerkh pemiliban g rama

A5 [Mleersrieed dan fesngorsid oralt soret Esfaup surat, Wmpres formub medel 00-1, |60 ment draf surat beiarta
Ergads (00 Frow, Makubu, Barda Apra pemeriksaan dan penslBlan peraghat td-ﬁqun
cama balengoapan dalumon lainega parolalian sodia calun asbagalmens dmakd nkuman

dalim lampirms Fermdic M) E, pamiericsaan
dan panstEtan Datiar Colon Ta@p anggots
DPRD Proe, Maluky Saripartal poltk wang
=ma dun pida detral persl lan yang s

1B henyetaqul stau mangnreks! draf st Korses surat, emairan formdir mode OC-1, | &0 mest s bt Byt
| weaa DPRAD Fron, Saluby, Baric Acara penniiksaan dan prssiian peringkat kelangkacan
|I-il'l'-l bslsrigkapan dokumes sy, Jee perslvhan susrs calan setagaimara dmeksud ki i
iberdapaor korcks dikemba&a kepads aatam fampran forsslic Modal E, gars ik
[ imsokscng 1ty chprer bbb kot saschabn s i gan persbiian Daftar Calun Telap anggeta
idaruykan kepacly Katue KPU Proy, Maluku OPRE Prow. Makdu dan sars polth yang
|k e wang ) gk dan padas disrah pamibher yang sama

17 | Menyatuiul stes meegoteksl draft surat Kamap surat, lamgiran femuty el DC-L, |60 rearh Surat don floeia
sty DPRD Presy, Rbalifki S ‘perrarkeann dan panslitign peeingtat Leara
;hhnﬂlﬂn dakerman linryga lha perolehan Suary cakoe seiag drsdne dimakacd rertandptsngani

.:bll"diﬂﬂ rorehsl dhambalin kesads -didmm lerpian fcamulr Made §; pamedizam

Kabag urgub diperhaibl deey penabtian Daftar Tk Tetag asggats

i DFRD Friw. Makiks dar parnai sk yamg
sarma dan parda daarah pomBthan yang sama




18 |'-'|'H"|'ﬂ'l-ﬂ‘ i mengnieke sorak beooda Kb neip wral, lampiran formad e madel DE-1, 150 I1'llll';'|= Em'ltﬂﬁllﬂh
| DFAD Prov. Maluly Tecerta Bamprannya péemar fesaan can panslian pannghkat N T BT
‘ precelslan st calan wehug b rlrrnphmh"mul'rljtu
dafam lampiras fofmullr Moded E pemenkzaan 11, Farmdic modal E,
dam peewaltan Dahtar Cafon Talsn angpots DT DPAD Peers,
Dl Proet, Maluku e partal pallib yang Malaky darl partai
| s dan pada deerah persikhen sang sama poktik dan dasrali
parti ke yang wams
1w !mumhnﬂuﬂﬂr‘mm“ SiiaL Surss @wahar, lompras formudir mogel 0C-1, |0 ment Suras dan Beprta
" jecabiae dan mpif @i pada SRR pimarisaan gan panalivan poringkar Agan bHEE
i!:nl--l-m Frmini i aan bagean poegampa pieclslan iusra Silan isbagaimene difmiks i i Fermuilie
“geegriman wurat dives dee Kabag HTH - datam lampiras formltr modsl £, pemerfisaan midel 051,
gt meenungiu A Pengkanin dakumen disn pirsabtian DCT DFED Pra. a kb dal Fermulr mode £,
vang harun diunggal sals SRESY das pertal pelkie yang tame dan pade dosrs BT BPND Proe,
Ketus KPU Proy. Mo kiby el Iy B Eame Mk dasi patas
paiik dan pads
daarah pamiican
wang mhime Eemsila
BT o bemen
Vang fedrekae
proae pelekeanan
| Lo
A0 | relabddnihan proses AR s da SRARAA | Bawad cin Bargs fcars beaserts limpeas 19 mimsit Doepoiet
Jangrn mesanntahien Kasubag fo mukr meoda | D=1, foemulir moda £, 00T
DD P, Palubu S paited poinih yang
s dan deerah gamiitan yerg sama beseriy
EIHrrI.II AN i e i PR
‘P kpanaan Bal, dicouis
31 | wiwia e bian presas indet deta pata Surat dan Serfiy Acara beeerts impiran 15 meat e posisi
SIMPAY gangan memarnmiabtan Kechag ok mecde | D01, form ulir moded £, DCT
| DPAD Frowd, Pl Sar partal poith yang
(samna deey dagrah pambitan vag sama beserts
Aurriig haL e yang e ke preser
Iplﬂllurnln PAN, dissog
|
I3 | Mangurggan kedaimm SRR {Suran dan Beris Acara basera @mpkan | BT My D= FA OPRD
f ,- !hmulrru:lhllx-LhrmmrrnnHE.tlﬂ Frow, M akloy padn
:D'Fﬂﬂ'l‘rﬂ.ﬂlll.ﬂuﬂlriﬂﬂﬂ PRI sy ShPa
s din dearah pemilthan yasg sama bessits
G ChOML TV e T AR i [IOnes
poibiznian FAW, diesosi
L ||'|l-'-lh'-l i b hpuusan PAenten Salican Kagusin Mesteri Dalers Neger| B Froenit hapcsin
|Dalsn Pegeri mntang FRngangkatan des tentang Pergingisae dan Femberhertian
|PosrbaiPantian Asggota DPRD Proy, Asgictd DFAD Prov. Maliba #af Qubmrenu
IMumucnm Gutarmst




B mindL

14 |tdelasanakan prossn ingrd dets peda ithnEIFhmMIrWlblllm Magar Depasts
LIVPAN dissglar mimanmatien Kabag Ipentang Pengangicacan din Fembarkenie
HTH Ergdes DPAD Proy, MEuke dan Oobsrur |
|
35 Hiﬂmunmlrmtu.ahm _cglliﬂﬂ Kegsetuzan Mentari Dalam Megar B0 fvtL | D
FHAPAW dergor nmemaiirabis Kidag | ih'rH..lI'I] Partgangkitan din Femberhentian
L Arpreia THRE Proy, Mistuby gan Gebemur
16 |MNelzksaeakan proses input dete pada éstllnun-r:ml.l.un Iermer Dalaw Megen B0 M RELETET
SIM AW dengian me=anngLahkan [mntang Panganglaran dan Pambechesgian
nparabor SITPAA | r-r“u'hl OPRD oy, Misluby dan Subemur
T Lefcopy Salnan Kapetaan Mentert Dalem |60 menn Disposal

Wierpurpgah kadalam SPEW |

Hegeri teniang Fenpangkatan dan
Prstariamian Angpote DFED Pred, Maluty

Id-l-l‘lfil.hm.r




PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional inl dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana
stuktur organisasi yang teleh ditetapkan;

<. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan
Prosedur Standar Operasional ini;

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jwab kegiatan mengakibatkan Prosedur
Standar Operasional ini batal seluruhnya;

5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku;

6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Ambon
pada tanggal ; 17 Maret 2021

Sekretaris:Komisi Pemilihan Umum

._',r.rll_'.ll'.' g
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NOMOR SOP | 54/ORT.06/81/SEK-PROV/IIT/2021 |

TANGGAL | 17 Maret 2021
PENGESAHAMN

DISAHKAN frh?u Provinsi Maluku
OLEH W

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UIMUM
PROVINSI MALUKLU

NAMA SOP

I'.'IAEAFI HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANAAN

|Lln|:|aru;| Lindang nomor 7 Tahun 2017
| tentang Pemilinan Umuam

7. | Peraturan Komisi Pemiliban Urum
| Momor 20 Tahun 2018 tentang
Pancalonan

Angogota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupatan/ Kot

3. | Keputusan KPU  Momor B76/PL.O1.4- |
Kpt/0e/KPUMNVIL 2018 tentang Pedoman
Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota

| Dewan Perwakilan  Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupsten/Kota

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. | Formulir Pencalonan

2. I:nmputerflaptu_::, Prlnta?Scannw

3. | Jari ng_an Internat

PERINGATAN 'PENCATATAN DAN PENDATAAN

: Disimpan dalam bentuk manual dan elektronik



Alur Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah

3

4,

Pengajuean Daftar Calon

Pengumuman Pengajuan Daftar Calon | KPU  Provinsi Haluku mengumumkan

| Partai Politik Peserta Pemily 2019

Uraian

Waktu Pelaksanaan

Jadwal den Syarat Pengajuan Bakal
Calon Anggota DPRD Pravinsi Maluku di
larman resmi KPU Provinsi Maluku

3 Hari

mengajukan Daftar Bakal Calon kepada
KPU Provinsi Maluku melzlul Helpdesk
Pencalonan.

14 Har

 Verifikasi Adminstrasi Daftar Calon

FPU  Provinsi Malukae melakukan
Verifikasi Administrasi terhadap Syarat
Bakal Calon vang telah diajukan oleh
Partai Politik Paserta Pemilu 2019,

Penyampaian Hasil Verifikasi
Felengkapan Administrasi Daftar Calon
dan Bakal Calon Kepada Partal Politik
Pesarta Pamilu

KPU Provinsi Maluku menyampaikan
Hasil Verifilasi Kelengkapan
Administrasi Daftar Calon dan Bakal
Calon kepada Partei Politk Peserta
Pamilu 2019 melalui Rapat Plang

14 hari

3 Hari

K

F P

| Perbaikan Daftar Calon & Syarat Calon
Anggota Serta Pengajuan Bakal Calon
Pengganti

Fartai Politik peserta Pemilu melakukan
perbaikan  terhadap  hasil  verifikasi
kelengkapan administrasi daftar calon
dan syarat calon serta pengajuan calon
perggant|

» Berita Acara

10 Hari

Verifikasi Terhadap Perbaikan Daftar
Calon dan Syarat Calon

KPU  Provinsi  Maluks  melakukan |
verifikasi  administrasi  terhadap |
dokumen perbaikan Daftar Calen dan |
Syarat Calon |

7 Hari

Penyusunan dan Penetapan DCS

KPU  Provinsi  Maluku  melakukan
Perwusunan Daftar Calon Sementara .
(DCS) kemudian menstapkan dalam |
Rapat Plena |

a2 Hari

. Berita Acara
» Keputusan




Penguruman  DCS  Anggaka B PR

KR Proving] Maluky mengumomian

3.
Provinei  Makku dan  Persentase Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota
Keterwakilan Perempuan OPRD Projdied Maluku dan 3 Had
Ketarwakilan Ferempuan melalul laman
_ resmi FPL Provins! Maluky
9. | Masukan dan tanggapan Masyarakat KPP Prewvinsi Maluku membuka layanan
- @anpoapan masyarakat terhadap Daftar 10 hari
‘Calon  Semendar  Anogota  DPRD "
Propeinsi Moloko
10. | Permintaan Klarlkasi kapoda porai KUY Povinsi Maloke meminta
Politk ate¢ mesukan dan Brggapan klarifkasi  kepady  Parmi Polink .
£ masyarakat terhadag DCS tarhadap Enggapan masyarakat yang 7 Hani
masuk.
11. F'Enj._:a'm:raian Klarifkasi dari Partal Patai  Polik  melakukan  klariflos
Politik kepada KPU Provnsi terhadap  Tangoapan  Masyarakal 3 Han
kepawdd KPU Provinsi Maduko
12. | Femberiphuan Perggant DL KF) Provinsi Maluku meenoumumdan
N . verkait Fengganti DCS 3 Harl
13. | Pengajuan Penggantian Bakal Calon  Partal Poltk melakukan pengajuan ” Harl )
- pengaantan bakal caion terkiadap DCS ar
14, | Verifikaci Penaganti DCS KA Provinsi Maluku  melakedkan i
verfilas administias terhadosp calon 3 Howi
pengaanti pada DCS
15, | Penyusonan dan Penetagan DCT KPS Provinsi Maluku  melakukan « Baria Acara
- peryusunan BT dan ditetaphkan dalam 7 Hari «  Keputusan
_________ rapat pherd i
15 | Fenpumuman DT KAL) Provinst Maluku rengumumbkan 3 Hari
{ aftar Calon Tetap metakn laman resmi "



PENGESAHAN

Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanalan setiap bagian sebagaimana
stuktur organisasi yang telah ditetapkan;

. Prosedur Standar Operasional ini dibvat sebagai panduan Bagian Teknis dan Hupmas

Sekretariat KPU Provinsi Maluku dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum;
Prosedur Standar Operasional inl dapat dilakukan review atau evaluasi sepanjang
dibutuhkannya perubahan;

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesal dilaksanakan:

Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan
Prosedur Standar Operasional ini;

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jwab kegiatan mengakibatkan Prosedur

Standar Dperasional ini batal seluruhnya;

. Prosedur 5tandar Operasional ini berlaku secara rutin dan dilaksanakan dengan

menyesualkan waktu penerbitan produk hukum itu sendiri;
Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Ambon
pada tanggal : 17 Maret 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
U Prawinsi Maluku,
e




PROSEDURE STANDARD OPERATIONAL
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

Nomor :46/0RT-06-SD/81/Sek-Prov/III/2021
Tanggal : 2 Maret 2021

2021
Ambon



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

NOMOR SOP 46/ORT-06-5D/B1/Sek-Prov/IT1/2021
TANGGAL PENGESAHAN 2 Maret 2021
DISAHKAN OLEH Sekretaris KPY Provinsi Maluku

: ; NIP. 1967125 199403 1 019
NAMA SOP  Pelayanan Pesgaduan Masyarakat
Di I.hgitungarll Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Maluku

: 1

DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang |

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Momor 5 Tahun 2014 tentang |

Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;

Peraturan Pemerintah MNomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,
Fungsi, S5Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

| Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Urmum

1. Memahami dan mengetahui jenis aduan yang disampaikan;

2. Memiliki kemampuan mencatat dan menelaah jenis aduan untuk nantinya
disampaikan dalam rapat TIM;

3. Mengetahui kaidah-kaidah hukum dan langkah-langkah penanganan aduan.




Kabupaten/Kota;
6. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia MNomor 21 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
| Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota
7. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia MNomor 21 Tahun 2020 tentang
| Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
| Kabupaten/Kota

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Buku Tamu;

. | Kotak Pengaduan;

Formulir Pengaduan Masyarakat;
Komputer/Laptob, Printer, Scanner;
Kertas, Hardisk, dan Jaringan Internet;

I R SR

_—
PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk manual dan elektronik




Flowchart Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

1. | Terdapat laporan tentang 1. Komputer, | 1 hari Identitas
perbuatan  Komisioner Mutai 2. buku tamu, | atau bisa | pelapor
KPU Provinsi maluku 3. formulir lebih
atau Pegawai Sekretariat laporan cepat bila
KPU Provinsi Maluku melalul
yang diduga melakukan - emai (5
penyimpangan atay | Metaporkan ' s/d 10
penyalahgunaan | menit)
wewenang secara |
langsung/tertulis  atau
melalui surat elektronik;

2.  Menerima laporan 1. Dokumen | 30 Menit | Dokumen
dengan melakukan | Pengaduan laporan
pencatatan secara 2. Buku surat
manual dengan mengisi iﬁ i Hlma i mai : masuk
buku tamu yang Dberisi
paling sedikit identitas
pelapor, data pengaduan
dan lokasi kasus;

3. | Sekretaris Tim menerima : 1. dukumen 1s/d2 | Doumen

. laporan kemudian Menelaah pengaduan =~ hari | laporan

I menelaah dan melaparkan 2. Buku surat dan

' menyampaikan  kepada masuk | kertas
ketua Tim; kerja

4. | Ketua Tim dan Sekretaris 1, Lembar 1s/d2 Berkas
berkoordinasi dengan Koordinasi disposisi hari E:ngaduan
pengarah terkait dengan dugaan 2. Telaah dan  hasil
hasil telaah yang telah laporan pengaduan telaah
dilakukan; |




5. | Menindaklanjuti _ | 55/d7 |Berkas
penyaluran  pelaporan Kiarifikas: hari pengadua
Eﬂ: telaah berdasarkan informasi n dan

pengawasan secara | Kertas
tertulis; =) m?d“' kerja

6. | Melakukan tindak lanjut | 3hari | Surat
atas dugaan masyarakat Menanggapi ‘ Tugas
sesuai hasil pengawasam dugssn e Tim
dengan tujuan tertentu
atau audit investigasi
(bila diperiukan)

7. | Menerima Iﬁxll"ﬁ'l tindak Ipﬂm"ﬂuhm 3 hari Surat
lanjut, dan status dan ringkasan laporan
penanganan tindak lanjut | pananganan hasil
dugaan masyarakat; telaah

8. | Merekapitulasi 3 hari | Bentuk
pengaduaan masyarakat; | = *' file PDF

9. | Melaporkan hasil tindak 1 hari | Betuk file
lanjut dugaan Laporan POF
masyarakat secara Semester
berjenjang kepada
Inspektorat KPU RI dan

Ketua KPU RI




PENGESAHAN

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanalan setiap bagian sebagaimana
stuktur organisasi yang telah ditetapkan;

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagal panduan bagian Hukum dan Teknis
Pemilu di Lingkungan KPU Provinsi Maluku dalam Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

- Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi sepanjang
dibutuhkannya perubahan;

4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesal dilaksanakan;
5. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahanfrevisi dapat dilakukan selama

pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jwab kegiatan mengakibatkan
Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;

. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di
Lingkungan  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, maka Prosedur Standar
Operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

. Prosedur Standar Operasional inl berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Ambon
pada tanggal :  Februari 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku,

EFENDI LATUCONSINA



PROSEDURE STANDARD OPERATIONAL
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

Nomor :11/ORT-06-5D/81/Sek-Prov/I/2021
Tanggal : 11 Januari 2021

2021
Ambon



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

NOMOR SOP
| TANGGAL PENGESAHAN

DISAHKAN OLEH

| 11/0RT-06-5D/81/Sek-Prov/y/2021

| 11 Januari 2021
Sekretaris KPU Provinsi Maluky

'NAMA SOP _
‘ Kartu Kendali Sebagai Laporan

SPIP Tingkat Unit Kerja KPU
KPU

Maluku dan

Kabupaten/ Kota se-Maluku

Provinsi

| DASAR HUI{LII"I
(1. |

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang |

Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

1.

2.

3.

HUALIFII'[.H.SI PELMEEHHMH _
Memilki kemampuan mempelajad dokumen Kartu Kendali KPU Tingkat

Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Memiliki kemampuan melakukan verifikasi rekapitulasi  serta
mentabulasi dokumen Kartu Kendali KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
| sesuai petunjuk teknis; .
Mampu menyiapkan dan menyajikan data laporan Sistem Pengendalian

i Intern Pemerintan (SPIP).

—

dan




8.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara Tahun
Anggaran 2015;

Persturan Presiden Nomer 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Betanja Megara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.05/2016  tentang  Perubshan  Atas
Feraturan Menteri Keuangan Momor
177/PMICOS/2015 tentang Pedoman Peryusunan
dan Penyampalan Laporan Keuangan Kementarian
MegarafLembaga;

Paraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMKC03/2019 tentang Pedoman  Penerapan,
Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intem Atas
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pysat;

Peraturan Komisi Pemllihan Umum Nomor 17
Tahun 2012 tertang  Penyelenggaran  Slstern
Pengendahian Intern Pemerintah DI Lingkungan
Sekretartat Jenderal KPY, Sekretartat KPU Provinsi
dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;




10,

11.

12

13,

Peraturan  Komisi Pemifhan  Umum  Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilthan
Umum Momor & Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Kormisl Pemilihan Umurn, Komisi Pemilhan Umnum
Provins, dan  Komist  Pemiliban  Umum
Kabupaten/¥ota;

Feratwan Xomisl Pemdlihan  Umum  Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Qrganisasi, Dan Tata Kerja
Sekratariat  Jenderal Komisi Pemiliban  Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsl, Dan
Sekretaniat Komisi Pemifihan Umum
Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan thmam Nomor Nomor
1 423/ Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Pedoman
Teknls Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian
Intern Pemerintall D1 Lingkungan Komisi Pemilihan
Lmum;

Sural  Edaran  Nomor 1406/PW.01-
SD/OB/SH¥/2017 tentang Penyelengoaraan SPIP
Serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendall Untuk
KPJ ProwinsifKIF Aceh dan KPLKIP
Kabupaten/Kota,




KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. | Kumpular Produk Hukum yang didownload darl JDIH;
2. | Lembaran Disposisi Pimpinan

3. | Komputer/Laptoh, Priater, Scanner:

4. | Kertas, Hardisk, dan Jaringan lnternet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk manual dan ekektronik




Flowchart Pengawasan dan Pengisian Kartu Kendali Sebagai Laporan
SPIP Tingkat Unit

Arahan penyusunan laporan Kartu
FEndaIf;

a KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten, Kota se-Maluku

Staf Kelengkapan

Walktu

Pelaksanaan

Arahan/Lembaran

disposisi

5 Menit

_SFIF;

Menerima arahan dan menyiapkan
Mota Dinas untuk menyiapakan

| Laporan SPIP setiap bulan berjalan;

Menerima Nota Dinas Pimpinan dan
mengumpulkan dan  menyiapkan
bahan dan data pendukung laporan

2 Menit

Mota Dinas

2 Menit

Menyiapkan Dokumen Kartu Kendali
dan melakukan rekap verifikasi dan
' bahan dan data untuk pembuatan
Laporan SPIP;

11

Format
Kendali

Kartu

5 Hari

Dokumen Kartu
Kendali KPU
Provinsi dan
KPU Kab/Kota

rekap dan  verifikasi
koordinator SPIP;

kepada

Menyampaikan dokumen dan hasil

1 Jam

L

Memeriksa dan

Iaparm SPIP :

mencermati X
dokumen hasil rekap dan verifikasi

Meenandatangani Dokumen Kartu
Kendali yang disampaikan setiap
| ulan;

L

1 -Jam

10 Eenlt

Dokumen Kartu
Kendali KPU
Provinsi

Menyampaikan énkumen Kartu

Kendali kepada Pejabat SPIP;

10 Menit

Pejabat SPIP  memeriksa dan

10 Menit




ln‘..

Laporan SFPIP;

11.

Pejabat _SF'IF* menandatangani | ’

Menerima Dokumen Laporan yang
telah ditandatangani dan siap untuk
dilaporkan kepada Inspektorat KPU
RI melalui email;

|

12,

| Memberikan stempel dan

melakukan scan dokumen laporan;

| 13,

Mengirimkan laporan SPIP ke
Inspektorat KPU RI melalui email

10 Menit Dokumen Kartu
Kendali KPL
Pravinsi

5 Menit Dokumen Kartu
Kendall KPL
| Provinsi .

30 Menit Dokumen Karbu
Kendall KPU
Provinsi  yang
sudah
ditandatangani
oleh  Pejabat
SPIP dan
Koordinator
SPIP

10 Menit Hasil scan
Dokumen Kartu
Kendali  KPU |

Provinsi dan
KPU Kah/Kota.




PENGESAHAN

Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanalan setiap bagian sebagaimana
stuktur organisasi yang telah ditetapkan;

Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan bagian hukum Sekretariat KPU
Provinsi Maluku dalam melakukan Pengawasan dan Pengisian Kartu Kendali Sebagai
Laporan SPIP Tingkat Unit Kerja KPU Provinsl Maluku dan KPU Kabupaten/ Kota se-
Maluku;

Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi sepanjang
dibutuhkannya perubahan;

. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;

5. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama

pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jwab kegiatan mengakibatkan
Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;

Prosedur Standar Operasional ini berlaku secara rutin dan dilaksanakan sesual dengan
ketentuan yang berlaku;

Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Ambon
pada tanggal : 11 Januari 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

0 N

i "Lt 11
Liy |

EFENDI




PROSEDURE STANDARD OPERATIONAL
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

Nomor : 12/0ORT-06-SD/81/Sek-Prov/I/2021
Tanggal :13 Januari 2021

2021
Ambon



DASAR HUKUM
1. !Undang-l.lndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
2,

3.

4

| Indonesia

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Momor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2012 Tentang Jlaringan Dokumentasi Dan
Informasi Hukum Masional;

Komisi Pemilihan Umum Republik
Momor 21 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Feraturan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

NOMOR SOP

 TANGGAL PENGESAHAN

DISAHKAN OLEH

NAMA S0P

| 13 Januari 2021

12/ORT-06-SD/8 1/Sek-Prov/1/2021

Sekretaris KPU Provinsi Maluku

NIP*?”E:EH 5199403 1 019

KPU Provinsi Maluku ke Website

Penggunﬁhh ‘3‘ “Produk Hukum
JDIH KPU Provinsi Maluku

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

Memahami proses penerbitan Produk hukum;

Memahami alur pendokumentasian produk hukum;

Memahami alur pengunggahan produk hukum;

Memahami sistem informasi website JDIH Komisi Pemilihan Umum Provins I

Miuku,




[Provinsi, dan Komisi Pemilhan  Umum

Kabupaten/Kota

Feraturan Fomki Pemillhan  Umum  Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,
Fungsl, Susunan Organtsasi, Dan Tata Kerja
Sekretanizt  Jenderal Kornisi Pemibban  Umum,
Sekretariat Komisi Permilihan Urnum Provinsi, Dan
Sekretariat Komisi Pernilihan Umum
Kabupaten/Xota;

Keputusan Komisi Femibhan  Lmum  Republik
Indonesia Momor ¢ 135/Kpes/KPLUTAHUN 2016
tentang Jaringan Dokumardas Infoemas Hukum;

Keputusan Komisl Pemiiihan Umum  Republik
Indonesla Momor ; 533/HK.04-Kpt/3/KPUNTS
2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloiaan
Dokumentast dan Informasi Hukum Di Lingkungan
KFU, KPU Frovingl dan KPL Kabupaten/Kota;

Keputusan  Komlsi  Pemiliban  Umum  Repubhk
[ndonesia  Nomor 673/Tik.01-Kpt/03/Kpu/Nif2019
Tentang Pembentukan Tim Pembna Dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi  Den  Informasi
Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Dmum
Republik Indonesiz.




KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAFAN

1.

SOP Penyusunah  Keputusan Komisi  Pemilihan
Umum Provinsi Maluku

1.
2.

Buku agenda kerja;
Komputer/Laptob, Printer, Scanner

2. | 50F Penyusunan Keputusan Sekrefans Komisi 3. | Jaringan Intemet
Pemilihan Umurn Prowinsd Maluku
4, | Harddisk/Masdisk
5. | Sbempel salinan dan cap salinan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PERDATAAN

Disimgan dalam bentuk manual dan elektronik




Flowchart Penggungahan Produk Hukum KPU Provinsi Maluku ke Website JDIH KPU Provinsi Maluku

Mota Dinas
permohonan  untuk  penerbitan
Salinan  Produk  Hukum  KPU
Provinsi/Sekretaris KPU Provinsl ke
Website JDIH KPU Provinsi Maluku;

Menyampaikan

Output

Mota Dins i

5 Menit

Fle  Produk|

hukum asli

I Penerbitan Produk Hukum;

Menerima Mota Dinas Persetuan

Menyampaikan lembex_;_dlspns_éi-;

Persetujuan produk
hukum;

penerbitan

Scan
hukum

produk

3 Menit

Lembar disposisi

Cek salinan produk hukum dan
persetujuan  penerbitan  produk
hukum ke website KPU Provinsi
Maluku;

il

Melakukan scan produk hukum;

Cek kelengkapan dokumen produk
hukum serta beserta disposisi;

2 Menit

Lembar persstujuan

2 Menit

5 Menit

10 Menit

Dokumen hasil

SCan

Mengunggah produk hukum produk

hukum ke website KPU Provinsi

Maluku.

10 Menit

10 Menit

Tampilan
halaman
Website

Maluku

JDIH
KPU Provinsi

di

| ]



PENGESAHAN

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanalan setiap bagian ssbagaimana
stuktur organisasi yang telah ditetapkan;

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan bagian hukum Sekretariat KPU
Provinsi Maluku dalam melakukan pengunggahan Produk Hukum ke website JDIH KFU
Pravinsi Maluku ;

. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi sepanjang
dibutuhkannya perubahan;

4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
5. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama

pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jwab kegiatan mengakibatkan
Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;

. Prosedur Standar Operasional ini berlaku secara rutin dan dilaksanakan dengan
menyesuaikan waktu penerbitan produk hukum itu sendiri;

. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Ambon
pada tanggal : 13 Januari 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku,




PROSEDURE STANDARD OPERATIONAL
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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Nomor : 14/ORT-06-SD/81/Sek-Prov/1/2021
Tanggal : 13 Januari 2021
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NOMOR SOP | 14/0RT-06-5D/81/Sek-Provi1/2021 ‘
TANGGAL PENGESAHAN 13 Januari 2021
| | DISAHKAN OLEH Sekretaris KPU Provinsi Maluku

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

NDILATUCONSINA
275:199403 1 019
NAMA SOP Pénjg'll'_:ﬁ!.!paq_ “f} Keputusan |
Sekretaris ~Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Maluku

— — —_— i G e ——— e

DASARHUKUM ) || KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang | 1. Memilki kemampuan mencari data dan bahan penyusunan keputusan;
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: 2. Memiliki kemampuan untuk menelaah bahan penyusunan Keputusan KPU

2. |Undang-Undang MNemor 7 Tahun 2017 tentang Pravinsi Maluku dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Maluku sesuai
Pemilihan Umum; dengan Peraturan Perundang-Undangan;

3. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik | 3, Mengetahui kaidah-kaidah penyusunan sebuah keputusan sesuai dengan
Indonesia MNomor 21 Tahun 2020 tentang Peraturan Perundang-Undangan.
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum MNomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan  Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota




4. | Persturan  Komisi  Pemilhan  Umum  Republlk |
Indonesia Momor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Keda
Sekretariat Jenderal Komisi Pemiliban  Urnum,
Sekretariat Komisi Pemilhan Umum Provinsi, Dan
Sekretariat Komisi Permilihan Umurm
KabupatenfKota
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. | 50P Penyusunan Kepwtusan Kormusl Pemilihan | 1. Kumpdlan Produk Hukum yang didownlead dari JOIH;
Umum Provinsi Maluku 2. | Lembaran Disposis! Pimpinan
3. | KompwerfLaptob, Printer, Scanner;
r 4. | Kertas, Hardisk, dan Jaringan Intemet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Crsimpan dalam bentuk manual dan edektronik




Flowchart Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Memberikan arahan  penyusunan |
Keputusan Sekretaris KPU Provinsi
Maluku sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi dari masing-masing
bagian;

Kelengkapan

Waktu
Pelaksanaan

Mengusulkan penyununan
Keputusan Sekretaris KPU Provinsi
Maluku sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi dari masing-masing
bagian;

Arahan/Lembaran
disposisi

10 Menit

Kepala Bagian Hukum memberikan _

Arahan rancangan Keputusan;

Memberikan lembaran disposisi dan
menyampaikan kepada Kepala Sub
Bagian Hukum;

10 Menit

5 Menit

| dan mengkaji disposisi;

Menerima Arahan, menganalisis

1. Lembar disposisi |

2. Nota Dina

2 Menit -

Membuat  kajian  berdasarkan
arahan;

Kepala Sub  Bagian  Hukum
membuat draf racangan Keputusan;

5 Menit

- 1 Jam

Eerkgn_ilnasl dan bersama ﬂengan_"

1 Jam

Mencermati draf rancangan |

kEEm.En;

Memberi paraf pada rancangan
keputusan;

1 Jam

Z Menit




Menyampaiakan rar-r::;ngarr
keputusan kepada Kepala Bagian
Hukum untuk diperiksa/dicermati;

Melakukan pencermatan terhadap
substansi rancangan keputusan:

Menyampaikan rancangan
Keputusan kepada Sekretaris KPU
Provinsi;

13.

Menerima arahan/nota dinas hasil
pencermatan,

Ya; apabila rancangan keputusan
telah disetujui,

Tidak; apabila rancangan
keputusan masih terdapat koreksi,
sehingga perlu melakukan koreksi.

14,

15,

Menyampaikan rancangan |
keputusan kepada Kepala Bagian
Hukum:;

E_Men'rt

Memberikan  paraf  koordinasi |

 terhadap rancangan keputusan dan

menyampaikan kepada Sekretaris |
KPU Provinsi;

16.

Menandatangani rancangan
keputusan untuk dijadikan sebagai
keputusan

17.

Menggandakan dan Mengarsipkan

keputusan.

18.

F'IE.‘HQ‘-E’IU pload keputusan ke J1DIH
KPU Provinsi Maluku.

Nota Dinas Draf Rancangan
permohonan keputusan
percermatan
30 Menit |
| 10Memt |
| Ya; diprint
rancangan
keputuasan
hasil
persetujuan
Tidak; (Nota
| Dinas)
5 Menit
2 Menit Rancangan
keputusan yang
telah dicermati
) di beri paraf '
5 Menit
- Perangkat internet | 1 Jam Salinan
Keputusan
Website JDIH KPU 5 Menit Salinan
| Promal Keputusan




PENGESAHAN

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanalan setiap bagian sebagaimana
stuktur organisasi yang telah ditetapkan;

. Prosedur Standar Operasional inl dibuat sebagai panduan bagian hukum Sekretariat KPU
Provinsi Maluku dalam Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Maluku;

. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi sepanjang
dibutuhkannya perubahan;

. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;

. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama
pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jwab kegistan mengakibatkan
Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;

. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU
Provinsi Maluku, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

. Prosedur Standar Operasional Ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Ambon
pada tanggal : 13 Januar 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

I Pravinsi-Maluku,




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

TAHUN 2021

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluko
Jalan Sultan Hasanuddin, Tantui
Telp. (0911) 348618, 345075
Ambon
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PENGESAHAN

Prosedur Standar Operasional im dibuat untuk dilaksanakan setiap bagan sebagaiamana strukiur organisasi yang telah ditetapkan,
Untuk antisipasi keadaan kahar , pershahan revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
Perubahan tidak berlaku untuk tahapen kegiatan vang sudah selesai dilaksanakan,

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungawab  kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal
selurhmya

Dengan berakhimya seluruh mhapan kegiatan Penyusunan Laporan E-Monev BAPPENAS KPU Provins Malukuy, maka Prosedur
Standar Operasional ini dinyutakan tidak berlaky.

- Prosedur Standar Opearsional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan  di Ambon
Pada tanggal 27 Februari 2021

Komisi pemilikan umum
Provins: maluku
Sk retiri
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KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

TAHUN 2021

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
Jalan Sultan Hazsanuddin, Tantui
Telp. (0911) 348618, 345075
Ambon
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PENGESAHAN

Prosedur Standar Operasional ini dibuat antuk dilaksanakan setinp bagian schagaiamana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Untuk antisipasi kesdaan kahar , perubahan revist dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.

Perubaban tidak berlaku uniuk tahapan kegiatan vang sudah selesai dilaksanakan.

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penangpunggawab  kegiatan mengakibatkan Prosedur Stander Operasional ini batal

seluruhnya,

5, Dengan berakhimya selurub tnhapan kegintan Penyusunan Laporan E-Monev BAPPENAS KPU Provinsi Maluku, makn Prosedur
Standar Owperasional imi dinyatakan tidak berlaku.

6. Prosedur Standar Opearsional ini berlaku pada saat ditandatanguni.

. o Tl e

Ditetapkan  : di Ambon
Pada tanggal . 26 Febeouari 2021

Provinsi maluku
- Sekretars,
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Telp. (0911) 348618, 345075
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PENGESAHAN

Prosedur Standar Operasional 1m dibuat untuk dilaksanakan setiap bagion schagaiamana struktur organisasi yang telah ditewpkan.
Untuk antisipasi keadaan kahar | perubahan revisi dapat dilakukan selama pelaksunain Prosedur Standar Operasional i

Perubahan tidak berfaku untuk twhopan kegiatan vang sudsh =elesai dilaksanakan,

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjaweb  kegintan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini hatal seluruhnya
Dengan berakhimya seluruh mhapan kegiatan Penyusunan Laporan E-Monev Anggaran KPU Provinsi Maluku, maka Prosedur Standar
Crperasional ind dinyatakan tidak berlaku

6, Prosedur Standar Opearsional m berlaku pada saat ditandatangam

R

Drtetapkan di Ambon
Pada tanggal - 22 Februari 2021

Komisi pemilihan umum
Prowims maluky
Sekretaris,




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOMISI PEMILTHAN UMUM PROVINSI MALUKU

TAHUN 2021
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Jalan Sultan Hasanuddin, Tantoi
Telp. (0911) 348618, 345075
Ambon
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12 |Manyarahkan dokumen REA kepada I-:Hmﬂ:li 1] Dispoaisi Suran,
kasubag uniuk diiirimn ke KPR Ri i B Mz Konusp
L i e |Rencans Kemqa |
Farja [RKA) R |
|
T4 |Menyerahkan dokumen REA kepade = Disponisi Sural 7 | Dmposis Surmst,
prigbs | stafl ) urduk dikmm ke KPL i K.orsan
Fonsep Rancana
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15 [MertoaLmErinsikan Rencars Kend Dispakisl Sural 30 |Desposis Sust
L B | REA R Lt
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[Fencana Kona |
Kada (RIKA) "EL ]




PENGESAHAN

Prosedur Standar Operasional 1 dibuat untuk dilaksanakan setiap bagan sebagaiamans struktur organisasi yang telah ditetapkan.
Untuk antisipasi keadaan kshar , perubahan revist dapui dilakokan selami pelaksansan Prosedur Standar Operasional ini,
Perubahan tidak berlaku untuk whapan kegiatan vang sudah selesai dilaksanakan

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjownb  kegiatun mengakibatkan Prosedur Standar Operassonal i hatal
seluruhnva,

Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegistan  Penyusunan Rencana Kera Anggaran ( RKA ) KPLI Provinsi Maluky, maka
Prosedur Standar Operasional ini dinvatakan tidik berlaku

&, Prosedur Standar Opearsional ini berlaku pada sast ditandatangani.

o

gl

Dstetapkan  : di Ambon
Pada ranggal ; 03 Februan 2021

koinisi pemililan armum
Pravinsi maluku
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PENGESAHAN

| Prosedur Standar Crperasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaiamana struktur organisasi yang telah ditetapkan,

2. Untuk antisipasi keadaan kahar , perubahan reviss dapat difakuken sclama pelaksanann Prosedur Standar Operastonal ini.

3. Perubahan tidak berlaku uniuk tahapan kegiatan yang sudah selesy dilaksanakan.

4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kematan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional 1m batal selurubnya.

5. Dengan berakhirmyn sclurub tehapan kegiatan Revisi Anggaran KPU Provinsi Maluku, maka Prosedur Standar Operasional ini
dinyatakan tedak berfaku

. Prosedur Standar Opearsional ini berlaku pada saat ditandatangan.

o

Dhtetapkan ;i Ambon
Pada tanggal : 24 Februari 2021

Komisi pemilihan umwm
Provinsi malukuy




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

SOP

(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

“PELAYANAN PENERBITAN SURAT
CUTI PNS”

SUB BAGIAN SDM
KPU PROVINSI MALUKU




Nomor SOP :  22/ORT.06/81/Sek-Prov/1/2021

Tgl Pembuatan : 27 Januari 2021
Tgl Revisi :
Tgl Pengesahan : 29 Januari 2021
Disahkan Oleh : Komisi Pemilihan Umum
Mo au Mak
-q.b‘I-‘" \"‘r‘ Mis
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU - S c ;7 &
-y : b ! | | 2 . -
BAGIAN PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SDM Wisshns i7 =
SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA 5§ Sorsdi | e oos e
- :'.'1" TS 1400 10
SEKRETARIAT Nama SOP POLATANAM PEALRRITAM SURAT OJTI NS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota;

1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan CUTI PNS

UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2 Mengetahui peraturan tentang tata cara pemberian Cuti PNS

3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian
Cuti Pegawai Negeri Sipil

Keterkaitan SOP

Peralatan/Perlengkapan

1 Komputer

2 Printer

3 Alat Tulis

4 Buku Penjagaan Cuti PNS

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemberian cuti bagi Pegawai Negeri
Sipil tidak dapat dilaksanakan

Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy Buku Kendali
Cuti PNS




BAGAN ALUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT CUTI PNS

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Kabag PDOS Kasubag SDM Staf Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
Surat Permohonan Cuti PNS Surat
1 didisposisikan ke Kepa}la Baglan - Permohonan Cuti 30. Disposisi
Program, Data, Organisasi dan ) . Menit
dan Disposisi
SDM
Menugaskan Kasubag SDM untuk Surat
. . 30 . .
2 |memproses permohonan Cuti < Permohonan Cuti . Disposisi
. g Menit
PNS. dan Disposisi
3 Menugaskan Staf untuk > Disposisi 30 Disnosisi
menyiapkan berkas cuti P Menit p
v
Mengumpulkan dan menyerahkan
4 |berkas cuti kepada kepala Sub Berkas cuti 1 hari Berkas cuti
Bagian SDM
Menyusun Konsep Surat Cuti dan v
5 dan _menyerahkan kepada Kepala_ Berkas cuti 2 Jam Konsep dar_1
Bagian Program, Data, Organisasi T berkas cuti
dan SDM
Mengoreksi dan memeriksa tidak
Konsep Surat Cuti serta berkas v
cuti
6 |Jika setuju menyerahkan kepada Konsep da’.‘ 1 hari Konsep dar]
A h berkas cuti berkas cuti
Sekretaris, jika tidak setuju
menyerahkan kepada Kepala Sub
Bagian SDM untuk diperbaiki. va
Mengoreksi dan memeriksa
Konsep Surat Cuti. )
Jika setuju, menandatangani dan tidak
menyerahkan kepada Kepala Konsen Surat
7 |Bagian Program, Data, Organisasi Konsep Surat Cuti| 1 Jam CEti
dan SDM, jika tidak setuju
mengembalikan kepada Kepala va
Bagian Program, Data, Organisasi
dan SDM
Menyerahkan Surat Cuti dan Surat )
Berkas-berkas Cuti kepada v Permohonan Cuti
8 Ut kep SuratCuti, |30 Menit |  Surat Cuti
Kepala Sub Bagian SDM untuk ) .
) - Disposisi dan
didokumentasikan. .
berkas cuti.
Menyerahkan Surat Cuti dan ¥ surat ! Surat
) Permohonan Cuti,
Berkas-berkas Cuti kepada . . Permohonan
9 K Surat Culti, 30 Menit R L.
Kepala Sub Bagian SDM untuk ) L Cuti, Disposisi
) - Disposisi dan .
didokumentasikan. . dan berkas cuti
berkas cuti.
Mendokumentasikan Surat J’ Surat ) surat
. L. Permohonan Cuti, . Permohonan
10 [Permohonan Cuti, Disposisi dan X - 30 Menit R L
berkas cuti Disposisi dan Cuti, Disposisi
' berkas cuti dan berkas cuti
PENGESAHAN
1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan
4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penangung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya
5 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Disahkan di Ambon

a tanggal : 29 Januari 2021
“MUMP/PO
L N\

end| Latuconsina




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

SOP

(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

“PELAYANAN PENERBITAN SURAT
KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA”

SUB BAGIAN SDM
KPU PROVINSI MALUKU




KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
BAGIAN PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SDM

SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 20/ORT.06/81/Sek-Prov/1/2021

SEKRETARIAT

Tgl Pembuatan 27 Januari 2021
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan 29 Januari 2021
Disahkan Oleh Komisi Pemilihan Umum
o wwi diaraw
- SRICIE»
X vy _~" ]
- ] ) ;
< -
m "‘(-‘:‘:‘:'?.r:/
> SENFETRRIATIS P
FOad ] atxcornirs
"lLl - :.- S 10
—en o= e -~
PRLAYASAAN PEMNIPITAN BURAT SEPUTWIAN
Nama SOP

ELAARAN GALL ROCALA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota;

UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 8

2. Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2 Mengetahui peraturan tentang penggajian

3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
4 Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Keterkaitan SOP

Peralatan/Perlengkapan

1 SOP Kenaikan Pangkat

1 Lembar kerja (RKA)

2 Komputer

3 Printer

4 Alat Tulis

5 Buku Penjagaan Gaiji berkala

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Kenaikan Gaji Berkala Pegawai dapat
terlambat/tertunda

KGB

1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KGB PN§

Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy Buku Kendali




BAGAN ALUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Kabag PDOS Kasubag SDM Staf Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Kasubag SDM untuk
. . . . 30 . .

1 |memproses Kenaikan Gaji Disposisi Menit Disposisi

Berkala setiap 2 Tahun.

Menugaskan Staf untuk > 30
2 |menyiapkan berkas-berkas dan Disposisi . Disposisi

. " Menit
dokumen kenaikan gaji berkala
v Berkas dan
Berkas dan
Mengumpulkan dan menyerahkan Dokumen
) " . " . Dokumen

3 |berkas kenaikan gaji berkala Kenaikan Gaji 2 hari Kenaikan Gaii

kepada kepala Sub Bagian SDM Berkala Tahun !
Berkala
sebelumnya
Menyusun Konsep dan ¥
. Konsep dan

mengoreksi berkas-berkas serta Berkas dan

. - berkas-berkas
dokumen kenaikan gaji berkala 7y Dokumen

4 ) " 2 Jam | serta Dokumen
dan menyerahkan kepada Kepala Kenaikan Gaji ) "

. . Kenaikan Gaji
Bagian Program, Data, Organisasi Berkala Berkala
dan SDM
Mengoreksi dan memeriksa X tidak
konsep berkas-berkas serta Konsep dan Konsep dan
dokumen kenaikan gaji berkala berkas-berkas berkas-berkas

5 |Jika setuju menyerahkan kepada serta Dokumen 1 hari | serta Dokumen
Sekretaris, jika tidak setuju va Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
menyerahkan kepada Kepala Sub Berkala Berkala
Bagian SDM untuk diperbaiki.

Mengoreksi dan memeriksa
berkas-berkas serta dokumen l
k'ena|kan.gaj| berkala. . Konsep dan Surat dan berkas;
Jika setuju menandatangani dan

berkas-berkas berkas serta
menyerahkan kepada Kepala

6 h L serta Dokumen | 1 Jam Dokumen
Bagian Program, Data, Organisasi . - . -

P - Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
dan SDM, jika tidak setuju

) Berkala Berkala
mengembalikan kepada Kepala
Bagian Program, Data, Organisasi
dan SDM
Menyerahkan berkas dan il Surat dan berkas- Surat dan berkas
. - berkas serta berkas serta

dokumen kenaikan Gaji Berkala .

7 ; Dokumen 30 Menit Dokumen

kepada Kepala Sub Bagian SDM ) . ) .
. . Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
untuk didokumentasikan.
Berkala Berkala
Menyerahkan berkas dan Surat Surat
dokumen kenaikan Gaji Berkala 3 Permohonan Cuti, Permohonan

8 |kepada Staf untuk Surat Cuti, 30 Menit PR L

. . L i L Cuti, Disposisi
didokumentasikan dan dikirim ke Disposisi dan dan berkas cuti
Sekretaris Jenderal KPU berkas cuti.

Mendokumentasikan berkas dan ! Surat dan berkas- Surat dan berkas]
. - berkas serta berkas serta
dokumen kenaikan Gaji Berkala .

9 L . Dokumen 30 Menit Dokumen
dan dikirim ke Sekretaris Jenderal ) . ) .
KPU Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji

Berkala Berkala
PENGESAHAN

1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan

4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penangung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya

5 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Disahkan di Ambon

tanggal : 29 Januari 2021
Pl? N
O\

/

ndifLatuconsina



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

SOP

(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

“PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT
REGULER PNS”

SUB BAGIAN SDM
KPU PROVINSI MALUKU




Nomor SOP

19/0RT.06/81/Sek-Prov/1/2021

Tgl Pembuatan 27 Januari 2021

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan 29 Januari 2021

Disahkan Oleh Komisi Pemilihan Umum

Provinei Malul
——— *ALctar»
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU £ —— N _;,_. S
BAGIAN PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SDM S VSETARINLE | v
SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA £omdil snsccnsms
R84 067] 2241004001010
SEKRETARIAT Nama SOP NEMAICAN PANGEAT REGULER PNS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kenaikan

Pangkat PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat PNS

Mengetahui tugas dan fu
pangkat

ngsi sistem dan prosedur tata cara kenaikan

Keterkaitan SOP

Peralatan/Perlengkapan

1 SOP Kenaikan Gaiji Berkala

1 Lembar kerja (RKA)

2 Komputer

3 Printer

4 Daftar Nominatif

5 Daftar Urut Kepangkatan

Peringatan

Pencatatan & Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Kenaikan pangkat PNS

dapat terlambat/tertunda

Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy




BAGAN ALUR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT REGULER PNS

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Kabag PDOS Kasubag SDM Staf Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Kasubag SDM untuk Disposisi dan
4 |memproses Kenaikan Pangkat - Surat dari 2 hari Disposisi
PNS sesuai dengan Surat Sekretaris p
Sekretaris Jenderal KPU Jenderal KPU
Menugaskan Staf untuk > Disposisi dgn
) > Surat dari . . .
2 |menyiapkan berkas-berkas dan - 2 hari Disposisi
dokumen kenaikan pangkat PNS Sekretaris

pang Jenderal KPU
Mengumpulkan dan menyerahkan 3 Dokumen ngii&r;ni?wn

3 |berkas kenaikan pangkat SDM Kenaikan 4 hari Kenaikan
kepada kepala Sub Bagian SDM Pangkat PNS pangkat PNS
Menyusun Konsep Surat _ Konsep Surat
Pengantar dan mengoreksi berkas

: Dokumen Pengantar serta
berkas serta dokumen kenaikan . .

4 Kenaikan 1 hari Dokumen
pangkat PNS dan menyerahkan .

. Pangkat PNS Kenaikan
kepada Kepala Bagian Program, 7'y pangkat PNS
Data, Organisasi dan SDM 9
Mengoreksi dan memeriksa
konsep Surat Pengantar serta v Konsep Surat Konsep Surat
dokumen kenaikan pangkat PNS. Pengantar serta Pengantar serta

5 |Jika setuju menyerahkan kepada tidak Dokumen 1 hari Dokumen
Sekretaris, jika tidak setuju Kenaikan Kenaikan
menyerahkan kepada Kepala Sub Pangkat PNS Pangkat PNS
Bagian SDM untuk diperbaiki. va
Mengoreksi dan memeriksa surat
pengantar serta dokumen
kenaikan pangkat PNS.

) ) . ) Konsep Surat
Jika setuju menandatangani dan tidak Surat Pengantar
Pengantar serta
menyerahkan kepada Kepala . | serta Dokumen

6 ; - Dokumen 1 hari .
Bagian Program, Data, Organisasi Kenaikan Kenaikan
dan SDM, jika tidak setuju ya Pangkat PNS

. Pangkat PNS
mengembalikan kepada Kepala
Bagian Program, Data, Organisasi
dan SDM
\4

Menyerahkan surat pengantar dan Surat Pengantar Surat Pengantar

. serta Dokumen serta Dokumen
dokumen kenaikan pangkat ; ) .

7 . Kenaikan 1 hari Kenaikan

kepada Kepala Sub Bagian SDM
. . Pangkat PNS dan Pangkat PNS
untuk didokumentasikan. ) L ) L
Disposisi dan Disposisi
Menyerahkan Surat Pengantar v Surat Pengantar Surat Pengantar
dan dokumen kenaikan pangkat serta Dokumen serta Dokumen

8 |PNS kepada Staf untuk Kenaikan 30 Menit Kenaikan
didokumentasikan dan dikirim ke Pangkat PNS dan Pangkat PNS
Sekretaris Jenderal KPU Disposisi dan Disposisi
Mendokumentasikan Surat ! Surat Pengantar Surat Pengantar

) serta Dokumen serta Dokumen
Pengantar dan dokumen kenaikan ; . .
9 s Kenaikan 30 Menit Kenaikan
pangkat PNS dan dikirim ke
. Pangkat PNS dan Pangkat PNS
Sekretaris Jenderal KPU . Iy . L
Disposisi dan Disposisi
PENGESAHAN

1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan

4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penangung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya

5 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Disahkan di Ambon

ggal : 29 Januari 2021
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Tgl Pengesahan 29 Januari 2021
Disahkan Oleh : Komisi Pemilihan Umum
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PENSUATAN DOSURSEN PELANTICAN DAN
SEKRETARIAT Nama SOP PENGAMBILAN SUMPAH AN MEJARAY
STRUKTURAL
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara| 1 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelantikan pejabat struktural

2 UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum 2 Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur yang di standarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100

3 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Memiliki kemampuan penyiapan dan pengolahan berkas dan dokumen

Sipil Dalam Jabatan Stuktural pelantikan
PKPU Nomor 21Tahun 2020 tentang Perubahan kedua
4 atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Um um
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
5 Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah
Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
6 Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota;
Keterkaitan SOP Peralatan/Perlengkapan
1 Lembar kerja (RKA)
2 Komputer
3 Printer
4 Alat Tulis
5 Naskah Pelantikan
Peringatan Pencatatan & Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural tidak dapat Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy
dilaksanakan




BAGAN ALUR PELAYANAN PEMBUATAN DOKUMEN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI PEJABAT STRUKTURAL

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Kabag PDOS Kasubag SDM Staf Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
Disposisi dan
Menugaskan Kasubag SDM untuk Surat

1 menylapkgn Acara PeIantll_(_an dan - Rekomendasi dari| 2 hari Disposisi
Pengambilan Sumpah Janji .

Pejabat Struktural Sekretaris
1 Jenderal KPU
Menugaskan Staf untuk Disposisi dan
menyiapkan berkas-berkas > Surat

2 yz_ap . Rekomendasi dari| 2 hari Disposisi
Pelantikan dan Pengambilan Sekretaris
Sumpah Janji Pejabat Struktural Jenderal KPU
Mengumpulkan dan menyerahkan
berkas-berkas Pelantikan dan Berkas Pelantikan dan

3 |Pengambilan Sumpah Janji Disposisi 2 hari | Pengambilan Sumpah
Pejabat Struktural kepada kepala Janji Pejabat Struktural
Sub Bagian SDM
Menyusun Konsep Undangan, Konsep Surat

A . Undangan,
Permohonan Rohaniawan, Berita .

. ) Berkas Pelantikan Permohonan
Acara Pelantikan, Salinan Surat ] . .
. dan Pengambilan . Rohaniawan, Berita

4 |Keputusan Pelantikan, Naskah - 1 hari .

: Sumpah Janji Acara Pelantikan,
Pelantikan dan menyerahkan 4 ] )

h Pejabat Struktural Salinan Surat
kepada Kepala Bagian Program, )
Data. Organisasi dan SDM Keputusan Pelantikan

19 dan Naskah Pelantikan
Mengoreksi dan memeriksa Konsep Surat
Undangan,

konsep Surat Permohonan

) . v Permohonan
Rohaniawan, Berita Acara .

. h . Rohaniawan, Draft, Berkas dan
Pelantikan, Salinan Surat tidak i !

} Berita Acara Dokumen Pelantikan

Keputusan Pelantikan, Naskah . . .

5 - Pelantikan, 1 hari dan Pengambilan

Pelantikan. : I
. ) Salinan Surat Sumpah Janji Pejabat
Jika setuju menyerahkan kepada
P h va Keputusan Struktural
Sekretaris, jika tidak setuju -
Pelantikan dan
menyerahkan kepada Kepala Sub
Bagian SDM untuk diperbaiki Naskah
g P ) Pelantikan
Mengoreksi dan memeriksa
konsep Surat Permohonan
Rohaniawan, Berita Acara
Pelantikan, Sahna_n Surat tidak Draft, Berkas dan
Keputusan Pelantikan, Naskah
- Dokumen
Pelantikan. ) Berkas dan Dokumen
. ) . Pelantikan dan . )
6 [Jika setuju menandatangani dan va . 1 hari Pelantikan serta
Pengambilan . L
menyerahkan kepada Kepala . Disposisi
h s Sumpah Janji
Bagian Program, Data, Organisasi Peiabat Struktural
dan SDM, jika tidak setuju 1
mengembalikan kepada Kepala
Bagian Program, Data, Organisasi
dan SDM
v
Menyerahkan be_zrkas dan Berkas dan Berkas dan Dokumen

7 dokumen pelantikan kepada Dokumen 1 hari Pelantikan serta

Kepala Sub Bagian SDM untuk Pelantikan serta ) L

. - . L Disposisi
didokumentasikan. Disposisi
Menyerahkan be_:rkas dan Berkas dan Berkas dan Dokumen
dokumen pelantikan kepada Dokumen . .

8 ; 1jam Pelantikan serta
kepada Staf untuk Pelantikan serta Disposisi
didokumentasikan. Disposisi P

} 4 Berkas dan
Mendokumentasikan berkas dan Dokumen Berkas dan Dokumen
9 [dokumen pelantikan Pejabat ) 30 Menit Pelantikan serta
Pelantikan serta . L
Struktural ) - Disposisi
Disposisi
PENGESAHAN

1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan

4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penangung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya

5 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Disahkan di Ambon
: 29 Januari 2021




